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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul ‚Analisis Yuridis dan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap 
Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K/KPI/31.2/04/2017 (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/TUN/2018)” 

adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 

tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 343 K/TUN/2018 Tentang 

Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K/KPI/31.2/04/2017 dan bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap 

pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K/KPI/31.2/04/2017. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai 

dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, disebut 

kualitatif karena datanya bersifat verbal, dan disebut deskriptif karena 

menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek 

yang diteliti secara cermat. Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif 

yaitu memaparkan teori maṣlaḥah mursalah untuk menganalisis terhadap dicabutnya 

Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 sekaligus 

pertimbangan hakim yang bisa dijadikan rujukan hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, ketentuan adanya Surat 

Edaran (SE) Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 sebagai 

bentuk jawaban problematika yang ada di masyarakat dalam ranah penyiaran dengan 

banjirnya pengaduan melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI dalam 

membuat SE telah melampaui kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-undang. 

KPI berwenang mengawasi segala hal yang berkaitan dengan penyiaran, namun 

dalam ranah pembuatan SE yang terkait dengan pemilu harus melibatkan lembaga 

negara lain. Minimal harus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) atas dasar kewenangan lintas 

sektoral. Kedua, SE yang dikeluarkan oleh KPI sebagai bentuk maṣlaḥah yang 

mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau golongan. 

Dari segi eksistensi, maṣlaḥah tersebut tergolong mursalah dikarenakan tidak adanya 

aturan spesifik yang mengatur tentang larangan penayangan iklan, mars, dan himne 

partai politik di luar masa kampanye atas pencabutan SE tersebut oleh Mahkamah 

Agung (MA). 

Kepada lembaga negara independen dalam membuat aturan seharusnya 

mempertimbangkan dampak eksternal yang terjadi, meski pemberlakuan aturan 

tersebut dalam ruang lingkup internal. Adanya aturan yang dibuat tetap mendasarkan 

kemaslahatan publik yang tidak mengesampingkan madharat kepada perorangan atau 

lembaga negara lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam hidup bernegara dengan berbagai keterlibatan element mulai 

dari tataran masyarakat hingga kalangan pejabat tidak terlepas pula dari 

berbagai tujuan dan kepentingan. Keterlibatan ini sebagai salah satu bentuk 

jaminan HAM (Hak Asasi Manusia) juga demokrasi yang merupakan 

konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah 

peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat 

dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan 

mencapai harkat kemanusiaannya, sebab sampai saat ini hanya konsepsi 

HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat 

kemanusiaan
1
 

Pengejewantahan demokrasi dalam kehidupan bernegara, tentu tidak 

luput dari sektor pemerintahan. Selain masyarakat, pihak pemerintah itulah 

sebagai ujung tombak penggerak dalam kehidupan bernegara. Suatu 

pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme 

penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip 

dasar demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Dalam 

pandangan Robert A. Dahl, terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam 

sistem demokrasi, yaitu: (1) kontrol atas keputusan pemerintahan, (2) 

                                                             
1
 Asshiddiqie Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika,     

2012), 198. 
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pemilihan umum yang jujur, (3) hak memilih, (4) hak dipilih, (5) kebebasan 

menyatakan pendapat tanpa disertai ancaman, (6) kebebasan mengakses 

informasi, dan (7) kebebasan berserikat.
2
 

Hal menarik yang perlu diperdalam sebagai bahan keilmuan di 

prinsip-prinsip demokrasi adalah soal kebebasan mengakses informasi. Tidak 

hanya sebatas mengakses, tapi juga menyebar informasi. Antara informasi 

dan komunikasi sulit untuk dipisahkan, bahkan rekat dalam satu lingkungan. 

Baik di lingkungan pendidikan, sosial, keluarga, dan kelompok atau 

organisasi serta dalam lingkup negara bahkan dunia. Apalagi di zaman yang 

sudah serba canggih ini dengan mudahnya untuk mengakses hal yang 

demikian. Melalui media komunikasi yang ada meski di dalam rumah, kita 

bisa melihat dunia di luar sana. Peristiwa-peristiwa di luar kita setiap saat 

ditayangkan melalui berbagai media mulai dari televisi, telepon seluler, 

majalah, surat kabar, filem, internet dan media komunikasi lainnya.
3
 

Diantara berbagai media komunikasi yang ada, hanya media 

penyiaran yang memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan media 

komunikasi yang lainnya. Bahkan di antara sesama media penyiaran pun 

yakni televisi dan radio terdapat berbagai perbedaan sifat. Media komunikasi 

berupa televisi meskipun sama dengan radio dan film sebagai media 

komunikasi elektronik, tetapi mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, 

terlebih lagi dengan media cetak seperti surat kabar dan majalah yang dapat 

                                                             
2
 Ubaedillah A, Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: Prenadamedia Group,   

2016), 94-95. 
3
 Yusup M. Pawit, Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2009), 28. 
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dibaca kapan saja tetapi beda dengan televisi dan radio yang hanya dapat 

dilihat dan di dengar sekilas tanpa bisa dapat diulang.
4
 

Dalam pengaturan pemutaran yang akan dimuat di televisi ataupun 

radio, ada sistem dalam organisasi penyiaran sebagaimana regulasi yang 

mengaturnya. Dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran disebutkan 

lembaga penyiaran itulah yang memanage akan hal ini. Istilah dari lembaga 

penyiaran meliputi lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas dan 

seterusnya. Arti dari lembaga penyiaran sendiri ialah penyelenggara 

penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, 

lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan 

yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengertian istilah lembaga penyiaran adalah sama 

dengan penyelenggara penyiaran.
5
 

Dalam isi siaran sudah menjadi kewajiban untuk lembaga penyiaran 

mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan kelompok, 

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang 

penyiaran tepatnya pada pasal 36 ayat 4. Adanya regulasi tersebut sebagai 

bentuk tujuan utama dari penyiaran agar kembali kepada masyarakat bukan 

kepada kelompok tertentu saja. Letak peran serta masyarakat dalam ruang 

lingkup penyiaran sangatlah dibutuhkan, selain memiliki hak, kewajiban, dan 

                                                             
4
 Morissan, Manajemen Media Penyiaran “Strategi Mengelola Radio dan Televisi,” (Jakarta:  

Kencana Prenamedia Group, 2008), 10-11. 
5
 Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 1 butir 9. 
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tanggung jawab yang dijamin undang-undang, juga bertujuan untuk 

perbaikan dan kemaslahatan dalam ruang lingkup penyiaran.  

Masyarakat yang sadar betul akan kepedulian dalam program siaran, 

bukan hanya sekedar menebarkan keluhannya ke sesama masyarakat, 

melainkan turut serta ikut dalam melaporkan ke pihak yang berwenang jika 

dirasa adanya siaran tersebut meresahkan dan merasa dirugikan. Nantinya 

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang akan menindaklanjuti laporan yang 

masuk setelah melakukan proses penelitian di internal KPI itu sendiri.  

Seperti hal banyaknya laporan dari masyarakat yang dihimpun oleh 

KPI pada tahun 2016 hingga 2017 perihal maraknya tayangan iklan dan 

kampanye Partai Politik (Parpol) di televisi yang bukan pada waktunya atau 

diluar masa kampanye. Masyarakat merasa keberatan dengan maraknya iklan 

dan kampanye parpol yang disiarkan di televisi apalagi diluar masa 

kampanye. Kondisi keberatannya masyarakat tentu bertanda kerugian yang 

seharusnya isi siaran untuk menciptakan pembentukan intelektualitas, media 

informasi, pendidikan dan hiburan. Banyaknya kesamaan laporan masyarakat 

yang masuk dengan pelapor yang berbeda menandakan bukti bentuk 

keresahan yang luar biasa dari masyarakat untuk segera KPI menindak siaran 

tersebut dapat dihentikan.
6
 

Langkah strategis yang dilakukan oleh KPI guna merespon laporan 

dari masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian 

                                                             
6
 Ira, 06 November 2017, Pertahankan Surat Edaran Larangan Iklan Politik, KPI Ajukan Banding, 

http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34173-pertahankan-surat-edaran-larangan-

iklan-politik-kpi-ajukan-banding?detail3=1820&start=51&detail5=143, diakses pada hari Jum’at, 

12 April 2019, pada pukul 20.43 WIB. 

http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34173-pertahankan-surat-edaran-larangan-iklan-politik-kpi-ajukan-banding?detail3=1820&start=51&detail5=143
http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34173-pertahankan-surat-edaran-larangan-iklan-politik-kpi-ajukan-banding?detail3=1820&start=51&detail5=143
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berkepanjangan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) di ruang lingkup 

internal penyiaran itu sendiri yakni kepada lembaga penyiaran. SE bernomor 

225/K/KPI/31.2/04/2017 tersebut berisi tentang permintaan KPI Pusat 

kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan siaran iklan 

politik di luar masa kampanye yang telah ditentukan peraturan perundang-

undangan dalam bentuk:
7
 

1. Iklan kampanye 

2. Himne partai politik 

3. Mars partai politik, dan 

4. Lagu lainnya yang terkait dengan partai politik. 

Dikeluarkanya SE tersebut yang tidak hanya berdasar sosial kepada 

keresahan dan desakan masyarakat yang melapor, namun juga berdasar 

hukum. Mendorong terciptanya iklim penyiaran yang independen, berimbang 

dan netral memang sudah keharusan untuk lembaga penyiaran. Terdapat 4 

rujukan dalam ketentuan keluarnya SE tersebut sebagaimana yang telah ada 

dalam UU serta peraturan-peraturannya antara lain: 

1. Huruf d dan e Konsideran UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran :  

(d). ‚bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang 

mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan 

ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan 

fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan 

perekat sosial.‛ 

                                                             
7
 Surat Edaran KPI Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017. 
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(e). ‚bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, 

serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan 

pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran 

wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, 

kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.‛ 

2. Pasal 36 ayat (4) UU Penyiaran : 

‚Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan golongan tertentu.‛ 

3. Pasal 11 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 

01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) : 

(1)‚Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan 

perlindungan untuk kepentingan publik‛ 

(2)‚Lembaga penyiaran wajiib menjaga independensi dan netralitas isi 

siaran dalam setiap program siaran‛ 

4. Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) 

Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standart Program Siaran (SPS) : 

(1) ‚Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik 

dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu‛ 

(2) Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi 

pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya‛ 

Adanya SE tersebut menjadi keharusan semua lembaga penyiaran 

baik yang bersifat komersil ataupun non komersil untuk menyaring program 
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siarannya agar segala bentuk kampanye parpol tidak diperbolehkan tayang 

sebelum masa kampanye tiba.  

KPI selaku lembaga independen yang mengatur segala bentuk 

berkaitan dengan penyelenggara penyiaran, memang sudah ranahnya 

mengeluarkan SE yang ditujukan di internal KPI itu sendiri yakni kepada 

lembaga penyiaran. Pengguna jasa penyiaran baik perorangan ataupun 

kelompok itulah yang langsung bersinggungan dengan lembaga penyiaran 

terkait apa yang akan ditayangkan di lembaga penyiaran yang digunakan. 

Adanya SE tersebut, lembaga penyiaran tentu menjadikan salah satu acuan 

berupa rambu-rambu larangan terkait bahan siaran yang akan ditayangkan. 

Cara lembaga penyiaran dalam mensosialisasikan aturan tersebut dengan 

memberitahukan kepada pengguna jasa siarannya. Seperti halnya surat 

pemberitahuan dari stasiun televisi Global TV melalui surat nomor 

087/Skel/GIB-LGL/V/2017 dan nomor 088/Skel/GIB-LGL/V/2017 kepada 

Partai Berkarya juga Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia terkait adanya 

SE tersebut dari KPI Pusat.
8
 

Keresahan dan kerugian masyarakat yang sudah terselesaikan dengan 

adanya SE tersebut, ternyata hanya bisa menjawab permasalahan dalam 

tataran masyarakat di kalangan penonton siaran saja. Kalau dari kelompok 

lain yang juga bagian dari masyarakat dalam turut serta memberikan 

tontonan di media penyiaran, justru kebalikan dari itu atau malah mengalami 

kerugian dengan keberadaan SE dari KPI Pusat.  

                                                             
8
 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 109/G/2017/PTUN-JKT Tentang Pencabutan 

Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017, 6.  
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Seperti Partai Berkarya dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 

merasa dirugikan dengan keberadaannya SE tersebut dengan mengambil 

langkah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan 

objek sengketa (Surat Edaran Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017) yang 

dikeluarkan oleh tergugat (KPI) dirasa merugikan penggugat (Partai 

Berkarya dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia), semula dapat 

bersosialisasi yang bersifat pendidikan politik melalui siaran televisi dengan 

menayangkan lagu himne dan lagu mars partainya, namun semenjak adanya 

objek sengketa tersebut sudah tidak bisa lagi ditayangkan oleh lembaga 

penyiaran. Maka secara langsung, keberadaannya SE tersebut juga menjadi 

penghalang atas pendidikan politik yang seharusnya tersampaikan 

sebagaimana bentuk amanat dari AD (Anggaran Dasar) parpol tersebut.  

Parpol yang menggugat SE tersebut ke jalur PTUN atas dasar yang 

menjadi objek sengketa termasuk norma Umum-Konkret. Sebagaimana yang 

kita ketahui bersama bahwa dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (AP) membawa implikasi terhadap 

perluasan kompetensi absolut PTUN yang tidak hanya berwenang menguji 

keabsahan penetapan tertulis berupa norma konkret-individual (Keputusan 

Tata Usaha Negara/KTUN) saja, melainkan juga norma Umum-Konkret dan 

Individual-Abstrak serta tindakan faktual.
9
 

                                                             
9
 Pasal 87 UU AP Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang     

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai  

Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan. 
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Berbeda hal dengan eksepsi tergugat yang menolak tegas dalil dari 

penggugat bahwa SE tidak sama dengan Keputusan. Sehingga tidak tepat 

bila SE tersebut di Hak Uji Materi (HUM) langsung ke ranah PTUN yang 

bukan wewenangnya untuk menerima, memeriksa dan memutus objek 

sengketa atas dasar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan tepat pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa yang menjadi 

objek sengketa TUN adalah Keputusan administrasi pemerintahan, yang juga 

disebut sebagai Keputusan TUN atau Keputusan administrasi Negara yaitu 

Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah 

dalam penyelenggaraan pemerintah.  

Dalam ketentuan umum yang selanjutnya dalam penjelasannya pada 

pasal 1 ayat 7 diterjemahkan dengan pasal-pasal berikutnya, yaitu Bab IX 

Keputusan Pemerintah, mulai dari pasal 52 sampai dengan pasal 87, yang 

mana dalam semua pasal-pasal tersebut dibahasakan tentang objek sengketa 

TUN berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Tidak ada 

satupun yang menjelaskan dari pasal-pasal tersebut yang menyebutkan surat 

edaran termasuk objek dari sengketa TUN.  

Dasar yang digunakan penggugat dalam mengajukan gugatannya ke 

PTUN dengan menggunakan UU No. 30 Tahun 2014, maka secara otomatis 

penggugat juga tunduk dan wajib mematuhi setiap proses prosedur 

penyelesaian keberatan apabila penggugat merasa dirugikan dengan akibat 

tindakan Administrasi Pemerintahan dalam mengeluarkan objek sengketa 

dengan tidak membawakan langsung permasalahan ini ke PTUN, tanpa 
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terlebih dahulu menempuh proses prosedur lainnya sebelum suatu perkara 

bisa dibawakan ke PTUN. UU mewajibkan menempuh upaya Administratif 

terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Bab X tentang Upaya 

Administratif, tepatnya pada pasal 75 dan 76.  

SE yang digugat ke PTUN tersebut diterima dan gugatannya 

dikabulkan, sesuai dengan putusan nomor: 109/G/2017/PTUN-JKT. Salah 

satu yang menjadi pertimbangan hakim bahwa SE tersebut harusnya bersifat 

lintas sektoral yang menggandeng lembaga lain seperti hal nya KPU dan 

Bawaslu, bukan dilaksanakan oleh seorang diri saja atau hanya KPI. 

Kemudian KPI melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

(PT TUN) sesuai putusan nomor: 369/B/2017/PT.TUN.JKT dengan 

pertimbangan hakim yang sama di putusan sebelumnya. Tidak selesai di 

tingkat banding, upaya KPI untuk mempertahankan SE tersebut dengan 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) sesuai putusan nomor: 

343/K/TUN/2018 yang pada akhirnya sama bahwa hakim menguatkan 

putusan-putusan sebelumnya sehingga SE tersebut dinyatakan tidak berlaku 

dan memutuskan kepada KPI untuk mencabutnya. 

Dibatalkannya SE KPI melalui putusan pengadilan menjadi gencar 

kembali parpol dalam bersosialisasi atau berkampanye di lembaga penyiaran 

tanpa ada lagi halangan yang merintanginya, seperti halnya sejumlah stasiun 

televisi milik MNC Group sudah ada yang menayangkan lagi iklan politik 
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dari partai perindo.
10

 KPI berpendapat dalam mengeluarkan objek sengketa 

tersebut sudah ranah dan wewenangnya di lintas internal sehingga tidak 

perlu di lintas sektoral, karena SE hanya ditujukan kepada lembaga 

penyiaran saja. Hal ini juga sebagai bentuk pengawasan sekaligus penegakan 

yang diberi wewenang langsung oleh undang-undang. 

Pertimbangan hakim dalam memutuskan objek sengketa tersebut 

dinilai kontroversial, karena objek sengketa yang dibuat oleh KPI wajib 

melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang tentu tidak cukup hanya 

lintas internal saja. Atas dasar pertimbangan bahwa objek sengketa berkaitan 

dengan pemilu yang sifatnya merupakan wewenang lintas sektoral dari 

beberapa lembaga negara yang saling terkait satu sama lain yaitu KPI atau 

Dewan Pers, KPU dan Bawaslu. Maka KPI tidak dapat menjalankan 

kewenangan bersama tersebut seorang diri tanpa berkoordinasi minimal 

dengan KPU dan Bawaslu. 

Antara KPI dan Partai Politik yang menggugat dengan sama-sama 

mempunyai dasar hukum dalam membantah dan mempertahankan objek 

sengketa tersebut, maka hal yang menarik untuk diteliti dalam segi yuridis 

nya agar bisa menggali nilai-nilai hukum yang terkandung sekaligus dengan 

teori-teori hukum positif yang ada. Dalam segi hukum islamnya, perantara  

maṣlaḥah mursalah sebagai pijakan tepat untuk menganalisisnya dikarenakan 

                                                             
10

  Robertus Belarminus, Rabu 4 Oktober 2017, PTUN Gugurkan Surat Edaran soal Iklan Politik,  

KPI Ajukan Banding, https://nasional.kompas.com/read/2017/10/04/15244891/ptun-gugurkan-

surat-edaran-soal-iklan-politik-kpi-ajukan-banding , diakses pada hari Jum’at, 14 April 2019, pada 

pukul 06.44 WIB. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/04/15244891/ptun-gugurkan-surat-edaran-soal-iklan-politik-kpi-ajukan-banding
https://nasional.kompas.com/read/2017/10/04/15244891/ptun-gugurkan-surat-edaran-soal-iklan-politik-kpi-ajukan-banding
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ada manfaat dan kerugian dengan posisi ada atau tidak adanya SE tersebut 

yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.  

Selain itu juga dalam proses pembentukan suatu hukum yang dalam 

hal ini berupa SE dari KPI berdasarkan kemaslahatan yang semata-mata 

dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia yang sebelumnya 

dirugikan. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan juga 

harus menghindari adanya kemudharatan manusia yang bersifat luas. 

Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan 

perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan 

hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi 

pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada 

suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi 

mudharat pada lingkungan lain.
11

 

Perdebatan yang berujung permasalahan di pengadilan sebagai bentuk 

mencari keadilan dari masing-masing pihak yang terkait dengan memiliki 

dasar yang berbeda, pada esensinya memperdebatkan kemanfaatan dan 

kerugian yang dirasakannya. Kalau dikategorikan bentuk kekuatan maṣlaḥah 

mursalah nya tergolong h}ajiyyah  atau sekunder yang memiliki arti suatu 

kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan 

                                                             
11

 Miftahul Arifin, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan  Hukum Islam,  (Surabaya: Citra Media,    

1997), 143. 
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kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang 

dihadapinya.
12

  

Perantara analisis yuridis dan maṣlaḥah mursalah terhadap putusan 

MA bisa menjadikan bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk kedepan 

dalam mempertimbangkan sebelum membuat suatu aturan meski di 

lingkungan internal. Maka kiranya dengan penelitian ini yang membahas dua 

pembahasan sekaligus antara hukum positif dan hukum islam nya dalam segi 

maṣlaḥah mursalah menjadi hal penting yang perlu diteliti dalam putusan 

MA itu sendiri dengan judul penelitian: ‚Analisis Yuridis dan Maṣlaḥah 

Mursalah Terhadap Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia 

Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

343/K/TUN/2018)‛. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terdapat beberapa 

masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat 

diidentifikasikan sebagai beikut: 

1. Keresahan dan kerugian masyarakat dalam penayangan iklan dan 

kampanye partai politik di luar masa kampanye 

2. Berkurangnya tayangan televisi yang bersifat intelektulitas, informasi 

dan hiburan 

3. KPI mengeluarkan SE di luar batas kewenangannya 

                                                             
12

 Fircaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip, 

(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83. 
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4. Terbelenggunya informasi dalam penyiaran yang berisi pendidikan 

partai politik 

5. Perdebatan SE yang masuk atau tidak nya dalam ranah Hak Uji Materi 

(HUM) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

6. Keberadaan SE yang dirasa merugikan masyarakat, bisa melakukan 

HUM di PTUN tanpa harus melakukan upaya administratif jika 

badan/lembaga yang mengeluarkan SE tersebut tidak memiliki atasan  

7. SE yang substansi nya mengingat secara umum dan saling berkaitan, 

harus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait 

8. Kontroversi pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 343K/TUN/2018 dengan mewajibkan untuk koordinasi antar 

lembaga terkait karena SE nya bersifat lintas sektoral 

9. Perdebatan maṣlaḥah mursalah terhadap pencabutan SE Nomor: 

225/K/KPI/31.2/04/2017 

10. Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 343 

K/TUN/2018 

11. Analisis maṣlaḥah mursalah terhadap pencabutan Surat Edaran Komisi 

Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 

C. Batasan Masalah 

1. Analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 343 

K/TUN/2018. 

2. Analisis maṣlaḥah mursalah terhadap pencabutan Surat Edaran Nomor: 

225/K/KPI/31.2/04/2017. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 

343 K/TUN/2018 Tentang Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran 

Indonesia Nomor : 225/K/KPI/31.2/04/2017 ? 

2. Bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap pencabutan Surat 

Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 ? 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini pada dasarnya hanya untuk mendapatkan 

tambahan pengetahuan sekaligus menambah referensi dalam proses 

penulisan skripsi dengan tujuan untuk membuktikan dan menunjukkan 

bahwa skripsi yang penulis buat ini adalah murni hasil karya sendiri atau 

original dengan pemikiran penulis atas permasalahan yang terjadi. Maka 

dengan hal ini, penulis sajikan beberapa kajian/penelitian ilmiah yang sudah 

dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan Surat Edaran, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Iqra Fadhila Ramadhan, mahasiswa 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarief Hidayatullah Jakarta dengan 

Nomor Induk Mahasiswa: 11140480000056 yang berjudul 

‚Perlindungan Hukum Kepentingan Publik Terhadap Iklan Partai Politik 

Dalam Industri Penyiaran (Studi Analisis Penayangan Iklan Partai 

Perindo).‛
13

 Skripsi ini berisi tentang penayangan iklan partai Perindo di 

                                                             
13

 Iqra Fadhila Ramadhan, “Perlindungan Hukum Kepentingan Publik Terhadap Iklan Partai     

Politik Dalam Industri Penyiaran (Studi Analisis Penayangan Iklan Partai Perindo)”  (Skripsi -- 

UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2018). 
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televisi yang semula tidak mengenal batas waktu. Hal ini sebagai bentuk 

dari merampasnya ruang publik yang digunakan untuk kepentingan 

golongan atau tertentu saja. Mulai berhenti penayangan iklan dengan 

keluarnya Surat Edaran Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 dari Komisi 

Penyiaran Indonesia yang kemudian setelah Surat Edaran tersebut 

diputus tidak berlaku/dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

Nomor: 109/G/2017/PTUN-JKT kembalinya lagi penayangan iklan oleh 

partai tersebut, tentu hal demikian dapat merugikan masyarakat yang 

oleh sebab itu perlunya perlindungan hukum terhadap kepentingan 

publik.. Skripsi yang akan penulis teliti lebih kepada studi analisis 

yuridis terhadap putusan inckrah nya yakni putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 343 K/TUN/2018 walau nantinya penulis juga akan 

menganalisis putusan awal dari adanya objek sengketa (Surat Edaran 

Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017) sekaligus maṣlaḥah mursalah atas 

pencabutan Surat Edaran tersebut.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Nursyamsi Usman mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa 

B111 13 061 yang berjudul : ‚Eksistensi Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Proses Peninjauan Kembali.‛
14

 

Skripsi ini berisi tentang kedudukan SEMA dalam tata peraturan hukum 

yang ada di Indonesia dimana tidak termasuk dalam peraturan 

perundang-undangan melainkan termasuk dalam suatu peraturan 

                                                             
14

 Nursyamsi Usman,  “(Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2014 Dalam  

Proses Peninjauan Kembali)” (Skripsi -- Universitas Hasanuddin Makassar, 2017). 
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kebijakan (beleidsregel) karena berdasarkan syarat suatu peraturan 

perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011 SEMA tidak memuat unsur ‚mengikat secara umum‛ yang 

dimana SEMA adalah surat edaran berupa surat resmi yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung yang diedarkan secara tertulis dan diberikan 

atau ditujukan kepada lingkungan internal Mahkamah Agung. Skripsi 

yang akan penulis teliti lebih kepada studi analisis yuridis dan 

pertimbangan maṣlaḥah mursalah terhadap putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 343 K/TUN/2018 tentang pencabutan Surat Edaran yang lebih 

spesifik ruang lingkup keberlakuannya di seputar penyiaran.  

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah 

Agung Nomor: 343 K/TUN/2018 Tentang Pencabutan Surat Edaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/KPI/31.2/04/2017. 

2. Untuk mengetahui tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap pencabutan 

Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/KPI/31.2/04/2017. 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini 

adalah: 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah wawasan keilmuan di bidang kewenangan penyiaran 
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b. Menambah wawasan keilmuan dalam segi yuridis atas analisis dari 

putusan Mahkamah Agung Nomor: 343 K/TUN/2018  

c. Menambah wawasan soal sebab dan akibat pencabutan Surat Edaran 

Nomor:  225/KPI/31.2/04/2017 

2. Secara Empiris 

Bahan acuan lembaga negara dalam membuat aturan berupa Surat 

Edaran. 

H. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian sangatlah dibutuhkan dengan 

tujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang salah maupun pemahaman 

yang salah. Berikut adalah definisi operasional yang penulis gunakan: 

1. Analisis yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 343 

K/TUN/2018 merupakan putusan yang ketiga atau tahap kasasi dalam 

pembatalan objek sengketa (Surat Edaran Nomor:  

225/KPI/31.2/04/2017). Dalam isi putusannya berupa putusan di tingkat 

Kasasi yang mengadili atas objek sengketa tersebut dengan menyatakan 

tidak sah nya Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K//KPI/31.2/04/2017 dan mewajibkan kepada KPI untuk mencabut 

SE nya. 

2. Teori maṣlaḥah mursalah merupakan bahan sebagai pisau analisa dalam 

pencabutan Surat Edaran Nomor: 225/KPI/31.2/04/2017 di tengah 

banyaknya perdebatan terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, 
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dimana pelaksanaannya langsung berdampak kepada masyarakat yang 

dinilai mengambil hak publik dalam ruang penyiaran. 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berangkat dari pengertian 

sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik 

penelitian, dan terakhir sebagai sistem suatu prosedur dan teknik 

penelitian.
15

 Metode penelitian berikut mencakup: 

1. Jenis Penelitian 

       Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berjenis penelitian 

kepustakaan (library research). Yang dimaksud dengan penelitian 

kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan data-data dari buku 

maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi penulis sebagai sumber 

kajian.
16

 

2. Data yang dikumpulkan 

       Data yang diperlukan penulis untuk menjawab rumusan masalah 

adalah: 

a. Data Primer berupa Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia 

Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 

b. Data Sekunder, hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan penyiaran 

baik dalam peraturan perundang-undangan, putusan, buku maupun 

jurnal yang berkaitan dengan penyiaran dan surat edaran. 

                                                             
15

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17. 
16

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2. 
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3. Sumber data yang diperoleh, sebagai berikut:  

a. Sumber Primer 

       Sumber primer ialah sumber yang bersifat utama sekaligus 

penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi 

yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian yaitu:
17

 Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 343 K/TUN/2018. 

b. Sumber Sekunder 

       Sumber sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan yang 

berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian 

atau pendapat dari berbagai pakar hukum.
18

 Dari sumber sekunder 

tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 

369/B/2017 / PT.TUN.JKT. 

2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 

109/G/2017/PTUN-JKT 

3) UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

4) PKPI (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia) Nomor:  

01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) 

5) PKPI (Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia) Nomor 

02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran (SPS) 

6) PKPI Nomor: 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi 

Penyiaran Indonesia 

                                                             
17

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119. 
18

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), 119. 
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7) Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/KPI/31.2/04/2017 

8) Manajemen Media Penyiaran, Karya Morissan 

9) Dasar-dasar Penyiaran, Karya Hidajanto dan Andi Fachruddin 

10) Buku atau jurnal yang berkaitan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian 

kepustakaan (library research) ini adalah dengan cara membaca, 

memahami dan menganalisis dari bahan kumpulan data yang telah 

disebutkan. Data yang menjadi bahan primer juga diperkuat atau 

dijelaskan pembahasannya dalam data sekunder, sehingga keduanya 

merupakan data yang saling berkaitan. 

5. Teknik Pengolahan Data 

       Setelah data-data tersebut dikumpulkan dengan baik, maka langkah 

selanjutnya ialah teknik pengolahan data. Dalam kaitannya dengan hal 

ini, maka penulis menggunakan  teknik nya sebagai berikut: 

a.)  Editing yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi 

pustaka, dokumen, wawancara dan kuisioner sudah dianggap lengkap, 

relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
19

 Dalam penelitian 

ini jelas akan melakukan pemeriksaan kembali dan setelah itu 

mengumpulkan studi pustaka yang akan digunakan sebagai landasan 

teori dan analisis. 

                                                             
19

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), 91. 
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b.) Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 

dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang 

diperoleh.
20

 Dari data-data yang diperoleh tersebut, maka penulis akan 

menyusun dengan sedemikian rupa dari data-data tersebut, agar 

mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat. 

c.)  Analisis yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan 

benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).
21

 

Dalam penelitian ini, analisis akan dilakukan berdasarkan teori dan 

materi dari sumber yang ada. 

6. Teknik Analisis Data 

       Analisis merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. 

Karena dengan analisis akan ditemukan jawaban serta pemecahan 

masalah dari rumusan masalah yang diangkat. Sehingga dengan demikian 

akan terjawablah pertanyan tersebut dengan baik dan benar. 

       Penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif, 

yaitu menjelaskan dari yang umum ke yang khusus. Dengan 

menggunakan metode ini, maka akan dengan mudah dipahami mengenai 

jawaban dari rumusan masalah yang akan disajikan pada BAB IV. 

 

 

 

                                                             
20

 Chalid Nabukodan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 154. 
21

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, ..., 91. 
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J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam 

bentuk essay guna menggambarkan struktur kepenulisan skripsi.
22

 Agar 

pembahasan skripsi ini lebih terarahkan dan terfokuskan. Maka penulis 

menyusun kerangka penulisan berdasarkan sistematika, sehingga tercapailah 

tujuan-tujuan yang dimaksudkan dari penulisan skripsi. Dalam hal ini penulis 

membagi topik pembahasan menjadi 5 (lima) bab. 

Bab pertama, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode 

penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, metode analisis data serta dilanjutkan denga sistematika penulisan 

skripsi.  

Bab kedua, yaitu berupa landasan teori. Bab ini berisi tentang 

landasan teoritis dan maṣlaḥah mursalah dalam pencabutan Surat Edaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/KPI/31.2/04/2017. 

Bab ketiga, yaitu berupa pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran 

Indonesia Nomor: 225/KPI/31.2/04/2017 oleh Mahkamah Agung. Bab ini 

berisi tentang  pembahasan mengenai tinjauan putusan PTUN, PT TUN dan 

putusan MA. 

Bab keempat, yaitu berupa analisis yuridis dan maṣlaḥah mursalah 

terhadap pencabutan surat edaran komisi penyiaran Indonesia nomor: 

                                                             
22

 Ibid., 93. 
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225/KPI/31.2/04/2017 (studi putusan Mahkamah Agung nomor: 343 

K/TUN/2018.). Bab ini berisi tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah 

Agung nomor: 343 K/TUN/2018 tentang pencabutan Surat Edaran KPI 

Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 dan tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap 

pencabutan Surat Edaran KPI Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017. 

Bab kelima, yaitu berupa penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir 

dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS DAN MAṢLAḤAH MURSALAH DALAM 

PENCABUTAN SURAT EDARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 

NOMOR: 225/K/KPI/31.2/04/2017 

A. Tinjauan Tentang Lembaga Negara 

1. Pengertian Lembaga Negara 

Lembaga Negara bukan suatu konsep yang secara terminologis 

memiliki istilah yang tunggal atau seragam. Di dalam literatur Inggris 

menyebutkan bahwa lembaga negara disebut dengan istilah political 

institution, sedangkan dalam bahasa Belanda lebih dikenal dengan istilah 

staat organen atau staatsorgaan dalam mengartikan lembaga negara.
1 

Sementara dalam arti di Indonesia sendiri, secara baku menggunakan 

istilah lembaga negara, badan negara atau organ negara. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), kata dari ‚lembaga‛ diartikan 

sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk 

asli (rupa dan wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang 

bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan dalam hal keilmuan atau 

untuk melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang 

terdiri atas interaksi sosial secara terstruktur.
2 

Dalam lembaga negara terkadang pula disebut dengan istilah 

lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen. Ada yang 

                                                             
1
 Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara, 

(Sekretariat Jenderal MKRI dan KRHN, Jakarta, 2005), 29. 
2
 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Edisi II, 

Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 27. 
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dibentuk berdasarkan atau diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945, ada pula yang dibentuk berdasarkan dari Undang-Undang 

(UU) dan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. 

Dalam hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung dari 

tingkat pengaturannya sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk berdasarkan UUD 

1945 merupakan suatu organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk 

berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi kadar 

tingkatannya di dalam perlakuan hukum terhadap pejabat yang 

menduduki jabatannya.
3 

2. Lembaga Negara Independen 

Pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia 

dengan dilandasi oleh lima hal penting. Pertama, tidak ada suatu 

kredibilitasnya lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya dengan 

akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang sistemik, 

mengakar dan sulit akan diberantasnya. Kedua, tidak independennya 

lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu untuk tunduk di 

bawah pengaruh suatu kekuasaan. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-

lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus 

dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi, baik dalam persoalan 

internal maupun eksternal. Keempat, adanya pengaruh secara global yang 

                                                             
3
 Ibid., 42. 
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menunjukkan kecenderungan dari beberapa negara untuk membentuk 

lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri 

(independent bodies) atau lembaga pengawas yang dianggap sebagai 

kebutuhan dan suatu keharusan dikarenakan lembaga-lembaga yang telah 

ada sudah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Kelima, 

adanya pengaruh dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk 

lembaga sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.
4
 

Lembaga-lembaga negara independen itu sebagian lebih dekat ke 

fungsi legislatif dan regulatif. Sebagian lagi ada yang lebih dekat dengan 

fungsi administratif-eksekutif, dan bahkan ada juga yang lebih dekat 

kepada cabang kekuasaan yudikatif. Terkadang ada juga lembaga-

lembaga baru yang menjalankan fungsi dengan sifat campuran juga 

bersifat independen (independent bodies). Misalnya Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia fungsinya lebih dekat dengan perjuangan aspirasi seperti 

halnya DPR tetapi sekaligus dekat dengan fungsi pengadilan. Badan 

Pemeriksaan Keuangan (BPK) jelas hubungannya sangat dekat dengan 

fungsi pengawasan oleh DPR. Meski demikian, substansi tugas BPK itu 

sebenarnya juga mempunyai sifat quasi atau semi peradilan. 

Demikian pula dengan lembaga-lembaga seperti halnya KPI 

(Komisi Penyiaran Indonesia), KPU (Komisi Pemilihan Umum), PPATK 

(Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan), KPPU (Komisi 

                                                             
4
 Patrialis Akbar, Dinamika Lembaga-lembaga Negara Mandiri di Indonesia Pasca Perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945, http://elawcorner.blogspot.com/2014/01/transformasi-lembaga-

lembaga-negara.html?m=1 diakses pada Jum’at 24 Mei 2019, Pukul 21.26 WIB. 

http://elawcorner.blogspot.com/2014/01/transformasi-lembaga-lembaga-negara.html?m=1
http://elawcorner.blogspot.com/2014/01/transformasi-lembaga-lembaga-negara.html?m=1
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Pengawas Persaingan Usaha), dan yang lainnya juga dibentuk berdasarkan 

UU. Pada umumnya lembaga-lembaga ini bersifat independen dan 

mempunyai fungsi campuran antara sifat legislatif, eksekutif, dan/atau 

sekaligus yudikatif.
5
 

B. Tinjauan Tentang Komisi Penyiaran Indonesia 

1. Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia 

Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut dengan 

KPI, ialah merupakan suatu lembaga negara yang sifatnya independen. 

Terdiri atas 2 tingkatan yakni KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat 

yang berkedudukan di ibukota negara dan KPI Daerah yang dibentuk di 

tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi yang tugas dan 

wewenangnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

(Pasal 1 ayat (1) Peraturan KPI (PKPI) tentang Kelembagaan Komisi 

Penyiaran Indonesia). Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan 

kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR RI, dan KPI Daerah diawsi 

oleh DPRD Provinsi. (Pasal 2 ayar (2) Peraturan KPI tentang 

Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia) 

Di dalam ketentuan yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran terdapat pengertian mengenai penyiaran, yaitu tepat 

pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:
6
 ‚Penyiaran adalah kegiatan 

pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana 

transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan 

                                                             
5
 Ibid., 23-24. 

6
 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 
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spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnnya 

untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat 

dengan perangkat penerima siaran.‛ 

Di dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran itupun sudah 

dijelaskan mengenai pengertian dari siaran, yakni tepat pada Pasal 1 ayat 

(1) yang berbunyi:
7
 ‚Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam 

bentukk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, 

karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima 

melalui perangkat penerima siaran.‛ 

2. Wewenang, Tugas dan Kewajiban KPI 

KPI melakukan peran-perannya sebagai bentuk wujud dari 

masyarakat yang berfungsi mewadahi inspirasi serta mewakili 

kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, 

KPI berwenang: 

a. Menetapkan Standar Program Siaran (SPS) 

b. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran 

(P3) 

c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3 serta SPS 

d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran SPS dan P3 

e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga 

penyiaran dan masyarakat. 

KPI mempunyai tugas: 

                                                             
7
 Pasal 1 ayat (1) Undanga-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 
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a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan 

benar sesuai dengan hak asasi manusia 

b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran 

c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga 

penyiaran dan industri terkait 

d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan 

seimbang 

e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta 

kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran 

f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang 

menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. 

UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 dan SPS 

menjadi rujukan untuk melihat kualitas penyelenggaraan di Indonesia. 

Dalam arti, bahwa kualitas tersebut apakah penyelenggaraannya sudah 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan tercermin di dalamnya. 

Dengan demikian, KPI juga memiliki kewajiban sebagai berikut: 

a. KPI wajib mengawasi pelaksanaan P3 

b. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang 

mengetahui adanya pelanggaran terhadap P3 

c. KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang 

bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) pada 

huruf e 
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d. KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang 

bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab 

e. KPI wajib menyampaikan secara tertulis atas hasil evaluasi dan 

penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan lembaga 

penyiaran yang terkait. 

C. Peradilan Tata Usaha Negara 

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan salah satu 

ruang lingkup peradilan yang berada di dalam kekuasaan kehakiman di 

Indonesia yang diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa 

antara pihak pemerintah dengan masyarakat atau warga negaranya. Sengketa 

itu timbul sebagai bentuk akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah 

yang dianggap melanggar hak-hak dari warga negaranya. Sedangkan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pengadilan di tingkat 

pertama yang berada di ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. 

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara  (PERATUN) telah 

mengalami perubahan yang cukup signifikan, diantaranya UU yang pertama 

yakni UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 

kemudian telah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara dan diubah lagi menjadi UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
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Perubahan Kedua Atas UU Nomor 51 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha 

Negara.
8
 

 

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 

Kekuasaan (kompetensi) dalam Peradilan Tata Usaha Negara 

terdiri dari 2 kompetensi yakni absolut dan relative. Kompetensi absolut 

terdapat di dalam pasal 47 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata 

usaha negara.
9
 

Kompetensi Absolut merupakan kompetensi utama dalam Badan 

Peradilan Administrasi yang dibentuk berdasarkan dari UU No. 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ialah untuk menyelesaikan 

sengketa administrasi negara antara pihak pemerintah dengan warga 

masyarakat yang disebabkan pemerintah telah melanggar hak-hak dari 

kepentingan warganya.
10

  

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara kurang lebih 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
11

 

a. Yang bersengketa (para pihak) adalah Orang atau Badan Hukum 

Perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara 

                                                             
8
 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: UGM Pres,  

1999), 313. 
9
 R. Wiyono, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika,  

2010), 6. 
10

 Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara 

Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), 580. 
11

 SF Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 

2001), 186. 
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b. Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yakni 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara 

c. Keputusan yang dijadikan sebagai objek sengketa ini berisi tindakan 

hukum pejabat tata usaha negara  

d. Keputusan yang dijadikan objek sengketa itu bersifat konkret, 

individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi 

orang atau badan hukum perdata. 

Kompetensi relatif merupakan kewenangan untuk 

memeriksa/mengadili perkara yang berdasarkan pada pembagian daerah 

hukum (distribusi kekuasaan). Kompetensi relatif ini diatur di dalam 

pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004 tentang PERATUN, yang berbunyi: 

a. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota 

Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

Kabupaten/Kota. 

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota 

Provinsi dan daerah hukumnya meliputi Provinsi. 

Mengenai susunan dari Pengadilan  di lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara, dalam Pasal 8 UU PERATUN ditentukan bahwa 

Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari: 

a. Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Pertama (PTUN) 
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b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan 

Tingkat Banding (PT TUN) 

Adapun kekuasaan dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata 

Usaha Negara adalah sebagai berikut:
12

 

a. Pasal 50 menentukan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama; 

b. Pasal 51 menentukan; 

(1) Pengadilan TUN bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus Sengketa Tata Usaha Negara ditingkat banding; 

(2) Pengadilan TUN juga bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan 

mengadili antara Pengadilan TUN di dalam daerah hukumnya; 

(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat 

pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud 

di dalam Pasal 48; 

(4) Terhadap Putusan Pengadilan TUN sebagaimana yang dimaksud 

di dalam ayat (3) maka dapat diajukan permohonan kasasi. 

2. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara 

Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menjalankan kewajiban 

tugasnya, salah satunya dengan mengeluarkan keputusan yang 

                                                             
12

 R. Wiyono, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar 

Grafika,  2010), 2. 
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selanjutnya disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), 

untuk pengertiannya terdapat di dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 51 Tahun 

2009. Sedangkan yang dimaksud dengan konkrit, indivial dan final ialah 

sebagai berikut:
13

 

a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata 

usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat 

ditentukan 

b. Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak 

ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang 

dituju 

c. Bersifat final, artinya sudah definitif dengan demikian dapat 

menimbulkan akibat hukum. 

Bahwa di dalam tindakan Hukum Administrasi dianut asas 

presumtio justae causa yang maksudnya ialah suatu keputusan TUN harus 

selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum 

membuktikan sebaliknya. Bahwa secara umum syarat-syarat untuk 

sahnya suatu keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut:
14

 

a. Syarat Materill: 

1) Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang. 

                                                             
13

 Ibid., 28. 
14

 SF Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 

2001), 322-323. 
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2) Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsveklaring) 

maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan 

yang bersifat yuridis. 

3) Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam 

peraturan dasarnya dan pembuatnya juga harus memperhatikan 

cara (prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini 

ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. 

b. Syarat Formil: 

1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan 

dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya 

keputusan harus dipenuhi. 

2) Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan. 

3) Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan dilakukannya 

keputusan yang harus dipenuhi. 

4) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hak-hak yang 

menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkan keputusan itu 

tidak boleh dilewati. 

Badan Peradilan Tata Usaha Negara hanya menilai apakah suatu 

tindakan Badan/Pejabat TUN dalam menjalankan urusan pemerintah itu 

sudah sesuai dengan norma-norma hukum (baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis) yang berlaku bagi tindakan tersebut. Dengan 

perkataan lain dalam penilaian yang dilakukannya terbatas hanya dari 
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segi hukumnya (peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-

asas umum pemerintahan yang baik). 

Dasar pengujian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 53 ayat 2 

UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, yakni: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, atau 

b. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 

Di dalam praktiknya Majelis Hakim dalam pengujiannya terhadap 

Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 di 

atas yang meliputi tiga aspek yaitu: 

a. Aspek Kewenangan, yaitu meliputi hal berwenang, tidak berwenang 

dan atau melanggar kewenangan.  

b. Aspek Substansi/materi, yaitu meliputi pelaksanaan atau penggunaan 

kewenangannya apakah secara materi/substansi telah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Aspek Prosedural, yaitu apakah prosedur pengambilan keputusan tata 

usaha negara yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan 

dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak. 

Pengujian tersebut tidak saja berdasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dengan memperhatikan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu: 
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a. Asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses 

pembentukan keputusan: 

1) Persiapan yang cermat 

2) Asas Fair Play 

3) Larangan Detournement de Prosedure (menyalahi prosedur) 

b. Asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta susunan keputusan:
15

 

1) Keharusan memberikan pertimbangan terhadap semua 

kepentingan pada suatu keputusan 

2) Pertimbangan tersebut harus memadai 

3) Asas yang berkaitan dengan keputusan 

4) Asas kepastian hukum dan asas kepercayaan 

5) Asas persamaan perlakuan 

6) Asas kecermatan materil 

7) Asas keseimbangan 

8) Larangan Willekeur (sewenang-wenang). 

 

D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) 

1. Definisi 

Istilah asas dalam AUPB menurut pendapat Bachsan Mustafa 

dimaksudkan sebagai asas hukum, yaitu suatu asas yang menjadi dasar 

suatu kaidah hukum. Asas hukum ialah asas yang menjadi dasar 

pembentukan kaidah-kaidah hukum yang juga termasuk dalam kaidah 

                                                             
15

 Ibid, 323-325. 
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hukum tata pemerintahan. Kaidah atau norma adalah ketentuan-

ketentuan tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam 

pergaulan hidupnya dengan sesama manuisa yang lain. Ketentuan tentang 

tingkah laku dalam hubungan hukum dalam pembentukannya, sekaligus 

penerapannya, didasarkan pada asas-asas hukum yang diberlakukan.
16

 

Jika mendasarkan pada definisi Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara, maka pemerintah dari tertinggi sampai dengan yang terendah 

mengemban 2 (dua) fungsi, yakni: 

a. Fungsi memerintah (bestuursfunctie) 

Kalau fungsi memerintah tidak dilaksanakan, maka dalam roda 

pemerintahan akan berakibat macet. 

b. Fungsi pelayanan (vervogens functie) 

Fungsi pelayanan adalah fungsi penunjang, kalau tidak 

dilaksanakan maka akan sulit untuk mensejahterakan rakyat. 

Dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah selain 

melaksanakan apa yang ada dalam undang-undang juga dapat 

melaksanakan perbuatan lain yang tidak diatur dalam undang-undang. 

Sah atau tidaknya sebuah keputusan pemerintah apabila 

memenuhi UU dan AUPB, hal ini secara tegas dinyatakan dalam 

ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan (AP) 2014 

tentang syarat sahnya keputusan pemerintahan yang dinyatakan bahwa 

                                                             
16

 Farid Ali, Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom, (Bandung: Refika Aditama, 

2012), 124. 
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‚Keputusan TUN dapat dinyatakan sah, apabila dibuat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan berdasarkan AUPB‛. 

Sebagai prinsip-prinsip AUPB yang pada dasarnya merupakan 

aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh pengadilan dalam 

menerapkan hukum positif. Prinsip-prinsip AUPB ini merupakan kategori 

khusus dari prinsip-prinsip hukum pada umumnya dan dianggap sebagai 

sumber formal hukum dalam hukum administrasi, meskipun biasanya 

melibatkan hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:
17

 

a. AUPB merupakan suatu norma hukum (tertulis) dan atau norma etik 

(tidak tertulis) yang khusus berlaku di lingkungan administrasi negara 

b. AUPB merupakan asas yang penting karena menjadi pedoman bagi 

Pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya 

c. AUPB sebagai prinsip-prinsip penting yang wajib diikuti oleh para 

penegak hukum khususnya hakim yang berfungsi sebagai alat uji bagi 

Hakim Administrasi untuk sah atau tidaknya KTUN 

d. AUPB sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat 

e. AUPB yang sifatnya tidak tertulis tetap berlaku mengikat manakala 

dijadikan sebagai dasar bagi Hakim TUN dalam memutus perkara 

f. AUPB sebagai alat uji bagi Hakim di Peradilan TUN untuk menilai 

sah atau tidaknya suatu KTUN. 

 

                                                             
17

 Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, Shinta Ayu P, “Asas-Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara”, 38. 
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2. Pengertian AUPB Menurut UU dan Doktrin 

a. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum menurut UU Administrasi 

Pemerintahan (AP) 2014 adalah: ‚Asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggaraan pemerintahan‛ 

Asas kepastian hukum menurut Philipus M Hadjon:
18

 

‚Asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek materil 

dan aspek formil. Aspek hukum materil berhubungan erat dengan asas 

kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum 

menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu 

ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan.‛ 

b. Asas Kecermatan 

Asas kecermatan menurut UU Administrasi Pemerintahan 

(AP) 2014: 

‚Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau 

Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap 

untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan 

Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau 

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum 

Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau 

dilakukan‛. 

 

E. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah  

Sebelum memahami pengertian dari maṣlaḥah mursalah secara baik, 

perlu diketahui terlebih dahulu makna dari maṣlaḥah dalam ruang lingkup 

kajian ushul fiqh. Kata al-maṣlaḥah semakna dan sewazan (setimbangan) 

                                                             
18

 Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Gajah mada University Press, 

Cet. Ke-11, 2011), 273-274. 
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dengan kata al-manfaat, yakni bentuk masdar yang berarti baik dan 

mengandung manfaat. Maṣlaḥah merupakan bentuk dari mufrad (tunggal) 

yang jama’nya (plural) al-maṣlaḥah. Dari makna kebahasaan secara singkat 

ini dapat dipahami bahwa al-maṣlaḥah meliputi arti dari segala yang 

mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu 

tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang 

dapat mengakibatkan kemudharatan dan kesulitan.
19

  

Arti maṣlaḥah dalam bahasa Arab yakni ‚segala perbuatan yang 

dapat mendorong kebaikan terhadap manusia.‛ Dalam arti bahwa segala 

sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, baik dalam arti menarik atau 

memperoleh seperti halnya menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau 

dalam arti menolak atau menghindarkan seperti hal nya menolak 

kemudharatan atau kerusakan. Sedikit bisa disimpulkan bahwa maṣlaḥah 

mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan 

menolak atau menghindarkan kemudaratan.
20

 

Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan 

kepada kenikmatan. Dengan kata lain, tahshil al-ibqa. Maksud tahsil adalah 

penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud 

dengan ibqa adalah penjagaan terhadap kenikmatan dengan cara menjaganya 

dari hal yang menyebabkan kemadharatan.
21

  

                                                             
19

 Sa’i>d Ramad{a>n al-Bu>t}i, D}awa>bit} al - ma}slah}ah fi as - Shari>’ah al - Isla>miyah, 

(Beirut: Muassah al-Risalah, 1977, Cet. Ke-3), 23M 
20

 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 345.  
21

 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117. 
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Secara terminologi, terdapat beberapa definisi dari maṣlaḥah yang 

dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, diantaranya yakni:  

1. Imam al-Ghazali mengemukakan yang pada intinya maṣlaḥah ialah 

‚mengambil manfaat dan menolak timbulnya kemadharatan dengan 

tujuan memelihara syara’.
22

 

Beliau memandang bahwa dalam kemaslahatan harus sejalan 

dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan 

manusia. Dengan alasan bahwa kemaslahatan manusia pasti tidak 

selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan 

kepada kehendak hawa nafsunya. Alasan itulah yang dijadikan patokan 

imam al-Ghozali dalam menentukan kemaslahatan itu harus sejalan 

dengan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia yang tidak 

ditentukan oleh syara’. Terdapat lima hal pokok (al-Kulliyat al-Khams) 

bentuk tujuan yang dipelihara yakni: memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Jika seseorang dalam melakukan perbuatan yang 

masuk diantara salah satu hal pokok tujuan yang dipelihara itu, maka 

dinamakan maṣlaḥah. Begitupun juga sebaliknya, jika seseorang 

melakukan perbuatan  yang tidak termasuk yang dipelihara itu juga 

dinamakan maṣlaḥah. 

2. Imam as-Syatibi mengatakan bahwa dalam kemaslahatan tidak ada 

pembeda antara kemaslahatan dalam urusan dunia maupun kemaslahatan 

dalam urusan akhirat, karena kedua nya itu termasuk kemaslahatan yang 

                                                             
22

 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114. 
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apabila bertujuan untuk memelihara salah satu dari al-Kulliyat al-Khams 

itu tetap termasuk dalam konsep maṣlaḥah.  

3. Sa’i>d Ramad{a>n al-Bu>t}i, salah satu guru besar dari Fakultas Syariah 

Universitas Damsyq, mengatakan bahwa dalam pengertian mas}laḥah 

terdapat manfaat yang dimaksudkan oleh Allah Yang Maha Bijaksaa 

untuk kepentingan atau kebutuhan hamba-hamba Nya, baik berupa 

pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta 

mereka sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori 

pemilihan tersebut.
23

 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut, menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa kesamaan pemahaman, yaitu sebagai berikut.
24

 

1. Maṣlaḥah dalam pengertian syara’ tidak diperbolehkan mendasarkan atas 

keinginan hawa nafsu belaka, akan tetapi harus berbeda dalam ruang 

lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan harus adanya 

keterkaitan antara maṣlaḥah  dan tujuan syariat. 

2. Pengertian dari maṣlaḥah terdapat dua unsur, yaitu memberikan suatu 

manfaat dan menghindarkan suatu kemadharatan.   

F. Dasar Hukum Maṣlaḥah  

1. Al-Qur’an 

Dalam ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan mengenai 

pensyariatan hukum islam dengan kepentingan. Tentang kemaslahatan 

terdapat dalam surat Yunus ayat 57-58: 

                                                             
23

 Sa’i>d Ramad{a>n al-Bu>t}i, D}awa>bit}, Dawabit al- Maṣlaḥah , 23. 
24

 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2016), 307. 
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قُلْ  يأيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْجًآءَتْكُمْ مّوْعِظَةٌ مِنْ رَّبّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فى الصّدُوْرِ وهُدًى وَرَحَْْةٌ للِْمُؤمِنِيْنَ 
َّا يََْمَ   عُوْنَ بِفَضْلِ اِلله وَبِرَحْْتَِهِ فَبِذلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوْا هُوَ خَي ْرٌ مِّّ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-

Qur’an) dari Tuhanmu, penyembah bagi penyakit yang ada dalam dada 

dan petunjuk serta ramhat bagi orang yang beriman. Katakanlah 

(Muhammad), Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan 

itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka 

kumpulkan
25

 

Firman Allah SWT. di atas menafsirkan bahwa seberapapun 

sulitnya jalan yang akan ditempuh oleh hamba-Nya, pasti selalu akan ada 

jalan untuk dapat diselesaikan. Sebab Allah SWT telah memberikan 

pegangan hidup yang dijadikan pedoman manusia yaitu berupa al-Qur’an. 

Dengan pelajaran al-Qur’an itu, manusia dapat membedakan mana 

perbuatan yang di ridhoi atau tidak di ridhoi-Nya.
26

 

2. Hadits 

عُوْ  .3 شُعْبَةً  نَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الِإيْْانُ بِضْعٌ وَسَب ْ
 أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لاإَِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأدَْنا هَا إِمَاطَةُ الَأذَى عَنْ الطَريِْقِ ..

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu anhu, ia berkata, Rasulullah 

SAW bersabda, Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, yang tertinggi 

yaitu syahadat dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu 

yang dapat membahayakan di jalanan..... (HR. Bukhari)‛
27

 

 

G. Jenis-Jenis Maṣlaḥah 

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian dari 

maṣlaḥah, jika dilihat dari beberapa segi.
28

  

1. Dari Segi Kualitas dan Kepentingan 

                                                             
25

 www.quran.kemenag.go.id 
26

 Hamka, Tafsir al - Azhar, Juz XI, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 235. 
27

 Tim Penerjemah Jabal, Shahih Bukhari Muslim, (Bandung: Jabal, 2011), 27. 
28

 Nasrun Haroen, et al., Ushul Fiqh I, 114-115. 
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a. Maṣlaḥah  al-D{aru>riyyah   ()المصلحة الضرورية  

Yakni kemaslahatan yang saling berhubungan dengan 

kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan 

seperti ini terdapat 5 hal pokok antara lain (1) memelihara agama, (2) 

memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan 

(5) memelihara harta. Lima kemaslahatan ini disebut dengan 

maṣlaḥah al-khamsah. 

b. Maṣlaḥah al-H}ajiyyah  ( المصلحة الحاجية)   

Yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan 

kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya berupa keringanan 

untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia 

c. Maṣlaḥah al-Tah}sni>yyah  (المصلحة التحسينية ) 

Yakni kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa 

keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya. 

Dari ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan bahwa seorang 

muslim dapat menentukan prioritasnya dalam mengambil suatu 

kemaslahatan. Kemaslahatan d{aru>riyyah harus didahulukan daripada 

kemaslahatan h}ajiyyah , dan kemaslahatan h}ajiyyah harus didahulukan 

dari kemaslahatan tah}sni>yyah ..29
  

                                                             
29

 Ibid., 115. 
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Oleh karena itu, maka pelengkap (tah}sni>yyah) merupakan suatu 

unsur penyempurna bagi kepentingan sekunder (h}ajiyyah) dan juga 

sebagai penopang untuk kepentingan primer. Dengan demikian membuat 

tercetusnya rumusan lima ketentuan, yaitu: 

1. Maṣlaḥah d{aru>riyyah merupakan asal bagi semua kepentingan yang 

lain secara mutlak. 

2. Kerusakan pada kepentingan primer yang berarti merupakan suatu 

kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak. 

3. Kerusakan pada kepentingan lain yang tidak harus berarti merusak 

pada kepentingan primer. 

4. Dalam kasus-kasus tertentu yang menyebabkan kerusakan pada 

kepentingan sekunder atau pelengkap, sehingga dapat berakibat pada 

rusaknya kepentingan primer. 

5. Perlindungan atas kepentingan sekunder dan pelengkap yang harus 

dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.
30

 

2. Dari Segi Eksistensi  

a. Maṣlaḥah al-Mu’tabarah 

Maṣlaḥah al-mu’tabarah ialah suatu kemaslahatan yang 

dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nash. Untuk 

memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, islam 

menetapkan hukuman qishash terhadap pembunuhan yang dilakukan 

secara sengaja, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 178: 

                                                             
30

 Muhammad Ma’shum Zainy, Ushul Fiqh, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 120. 
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لَى الحرُُّ بِِلحرُِّ وَالعَبْدُ بِلعَبْدِ والأنْ ثَى  يَأيَ ُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ فِى القَت ْ
عْرُوفِ وَأدََآءٌ إِلَيْهِ بِِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيْفٌ بِلأنُثْى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَا

َ
تبِّاعٌ بِِلم

 مِنْ ربِّّكُمْ وَرَحَْْةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَ عْدَ ذلِكَ فَ لَهُ عَذابٌ ألَيِْمٌ 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka 

barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, 

hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 

hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat)  kepada yang memberi 

maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 

keringanan Tuhan kamu dan suatu rahmat.
31

 

Untuk memelihara dan menjamin keamanan pemilikan harta, 

Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, 

sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah, 5:38: 

 وَالسَّارقُِ والسَّارقَِةُ فَاقْطَعُوْآأيَْدِيَ هُمَا جَزَآءُ بِاَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهَ 

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. 

Demikian pula untuk memelihara kehormatan manusia, islam 

melarang melakukan qazaf dan zina, misalnya larangan zina ditemukan 

dalam surat al-Isra’, 17:32: 

 بِيْلاً وَلَا تَ قْرَبوُا الزِّنََ إِنَّهُ كانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَ 

Artinya: Dan janganla kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 

 

b. Maṣlaḥah al-Mulghah 

Suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan yang 

ada di nash. Karenanya segala bentuk kemaslahatan seperti hal ini 

                                                             
31

 www.quran.kemenag.go.id 
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ditolak oleh syara’. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, salah satu contoh 

relevan dengan fatwa seorang ulama mazhab Maliki di Spanyol yang 

bernama Laits ibn Sa’ad (94-175 H) dalam menetapkan suatau kaffarat 

orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang bulan 

ramadhan. Berdasarkan dari hadits nabi Muhammad SAW. kaffarat 

bagi orang yang demikian ialah dengan memerdekakan budak, atau 

puasa dua bulan secara berturut-turut, atau memberi makan 60 orang 

fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam kasus ini yang terjadi 

di Spanyol dan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang 

bulan ramadhan tersebut ialah seorang penguasa. Mengingat orang ini 

penguasa, apabila kaffaratnya memerdekakan budak tentu dengan 

mudahnya ia akan dapat membayarnya karena mempunyai banyak 

uang dan dengan mudahnya ia akan kembali lagi melakukan 

pelanggaran yang sama. Laits ibn Sa’ad menetapkan kaffarat untuk 

seorang penguasa ini dengan puasa dua bulan berturut-turut. 

Para ulama memandang bahwa hukum yang ditetapkan Laits 

ibn Sa’ad itu bertentangan dengan hadits nabi Muhammad Saw. diatas, 

karena bentuk-bentuk dalam kaffarat itu diterapkan secara berturut-

turut. Sehingga apabila seseorang tidak mampu dalam memerdekakan 

budak, baru  ia dikenakan puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, 

mendahulukan kaffarat puasa dua bulan berturut-turut dari 

memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan 

dnegan kehendak syara’ sehingga dipandang batal dan ditolak. Bentuk 
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kemaslahatan seperti ini dalam pandangan ulama yang disebut 

maṣlaḥah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan 

penetapan hukum. 

c. Maṣlaḥah al-Mursalah 

Ada beberapa definisi maṣlaḥah al-mursalah yang dikemukakan 

oleh para ulama. Sa’i>d Ramad{a>n al-Bu>t}i mendefinisikannya sebagai 

berikut: 

 اْ  حُ الِ صَ مَ لْ اَ 
ُ
 دً اهِ ا شَ لََ  نَ وْ كُ يَّ  نْ أَ  عُ ارِ الشَّ  دِ اصِ قَ  مَ فِى  ةً لَ اخَ دَ  ةٍ عَ فَ ن ْ مَ  لُّ : كُ يَ هِ  ةُ لَ سَ رْ لم

 اءِ غَ لْ لإِ اْ  وِ أَ  ارِ بَ تِ عْ لْإِ بِِ 

Artinya: Maṣlaḥah al-Mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk 

dalam maqasid al-syari’, baik ada nash yang mengakui atau 

menolaknya. 

Maṣlaḥah al-Mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk 

dalam maqasid al-syariah baik ada nash yang mengakui atau 

menolaknya. 

Abu Zahrah mendefinisikan maṣlaḥah al-mursalah 

 اْ  حُ الِ صَ مَ لْ اَ 
ُ
 اْ  يَ هِ  حُ لَا صْ تِ سْ لِا اْ  وِ أَ  ةُ لَ سَ رْ لم

ُ
 اْ  حُ الِ صَ لم

ُ
ى مِ لَ سْ لِإ اْ  عِ ارِ الشَّ  دِ اصِ قَ مَ لِ  ةُ مَ ئِ لَا لم

 اءِ غَ لْ لِإ اْ  وِ أَ  ارِ بَ تِ عْ لِإ بِِْ  اص  خَ  لٌ صْ ا أَ لََ  دُ هَ شْ  يَ لَا وَ 

Artinya: Maṣlaḥah al-Mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan 

dengan maksud tujuan syara’, tetapi tidak ada nash secara khususs 

yang memerintahkan dan melarangnya. 

Dari definisi diatas tampak jelas bahwa maṣlaḥah al-mursalah 

merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di 

dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan 

dan melarang untuk mewujudkannya. Dengan demikian, maṣlaḥah al-

mursalah sejalan dengan tujuan syara’ sehingga dapat dijadikan 
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sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang 

dibutuhkan manusia dari menghindarkan mereka dari kemadharatan.
32

 

Dengan  demikian,  maṣlaḥah mursalah merupakan suatu kemaslahatan 

yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika 

terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada illat 

(dasar) yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian 

tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, 

yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadaratan atau 

untuk menyatakan suatu manfaat. Maka hal ini disebut maṣlaḥah mursalah. 

Sedangkan alasan dikatakan al-mursalah, karena syara’ memutlakkannya 

bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara’ yang menjadi penguat atau 

pembatalnya.
33

 

                                                             
32

 Firdaus, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip, (Jakarta: Zikrul 

Hakim 2004), 84-87. 
33

 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117. 
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BAB III 

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 343/K/TUN/2018 

TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN KOMISI PENYIARAN 

INDONESIA NOMOR: 225/K/KPI/31.2/04/2017 

 

A. Kronologi Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K/KPI/31.2/04/2017 

Dalam kurun waktu dari tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 

partai politik yang sangat gencar mengiklankan mars atau himne partainya di 

beberapa lembaga penyiaran. Berdasarkan data yang ada ternyata penyiaran 

iklan partai politik juga hanya diiklankan di lembaga penyiaran tertentu, 

yang pemiliknya juga merupakan pendiri partai politik yang beriklan 

tersebut. Penayangan mars atau himne tersebut dilakukan secara masif di 

beberapa lembaga penyiaran dengan durasi 60 (enam puluh) detik. 

Mengingat seringnya iklan partai politik tersebut muncul dalam ruang siar, 

maka timbul keresahan masyarakat yang disampaikan melalui jalur 

pengaduan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan meminta agar 

tayangan iklan partai politik dihentikan.
1
  

Seperti halnya pengaduan seorang ibu bernama Arie kepada KPI 

Daerah Jawa Barat yang resah dengan adanya iklan partai politik 

berupanyanyian mars yang berdampak kepada anaknya baru usia tiga tahun 

                                                             
1
 Ira, 05 Juli 2017, Surat Edaran KPI Tidak Larang dan Batasi Pendidikan Politik, KPI Tolak 

Gugatan Partai Berkarya dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34009-surat-edaran-kpi-tidak-larang-

dan-batasi-pendidikan-politik-kpi-tolak-gugatan-partai-berkarya-dan-partai-pengusaha-dan-

pekerja-indonesia, diakses pada hari Senin, 27 Mei 2019, pada pukul : 20.46 WIB. 

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34009-surat-edaran-kpi-tidak-larang-dan-batasi-pendidikan-politik-kpi-tolak-gugatan-partai-berkarya-dan-partai-pengusaha-dan-pekerja-indonesia
http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34009-surat-edaran-kpi-tidak-larang-dan-batasi-pendidikan-politik-kpi-tolak-gugatan-partai-berkarya-dan-partai-pengusaha-dan-pekerja-indonesia
http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34009-surat-edaran-kpi-tidak-larang-dan-batasi-pendidikan-politik-kpi-tolak-gugatan-partai-berkarya-dan-partai-pengusaha-dan-pekerja-indonesia
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sudah hafal mars Perindo. Sedangkan lagu ‘Garuda Pancasila’ tidak hafal. 

Tidak hanya mengadu kepada yang berwenang, ibu tersebut juga mengeluh 

kepada Wakil Gubernut Jawa Barat Deddy Mizwar.
2
 

KPI sendiri sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan 

lembaga penyiaran yang meminta agar dilakukan penghentian atas 

penayangan iklan partai politik tersebut, namun pada pelaksanannya iklan 

tersebut tetap saja muncul. Jika maraknya iklan partai politik di televisi 

kedepan terus seperti ini, tentu akan berakibat fatal. Apalagi tahun akan 

datang ada pesta demoktasi besar-besaran yang dengan kondisi seperti ini, 

akan adanya iklan atau kampanye partai politik di televisi sebelum masa 

kampanye yang telah ditentukan.  

Akhirnya KPI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 

225/K/KPI/31.2/04/2017 yang ditujukan kepada lembaga penyiaran yakni di 

internal KPI sendiri. Surat Edaran (SE) berisi permintaan KPI Pusat kepada 

seluruh lembaga penyiaran untuk tidak menayangkan siaran iklan politik di 

luar masa kampanye yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dalam bentuk: 

1. Iklan kampanye 

2. Himne partai politik 

3. Mars partai politik; dan 

4. Lagu lainnya yang terkait dengan partai politik. 

                                                             
2
 Kamis, 11 Februari 2016, Gara-Gara Mars Partai Marak di TV, Ibu Ini Lapor ke KPID, 

https://regional.kompas.com/read/2016/02/11/15541921/Gara-

gara.Mars.Partai.Marak.di.TV.Ibu.Ini.Lapor.ke.KPID, diakses pada hari Senin, 27 Mei 2019, pada 

pukul : 21.16 WIB. 

https://regional.kompas.com/read/2016/02/11/15541921/Gara-gara.Mars.Partai.Marak.di.TV.Ibu.Ini.Lapor.ke.KPID
https://regional.kompas.com/read/2016/02/11/15541921/Gara-gara.Mars.Partai.Marak.di.TV.Ibu.Ini.Lapor.ke.KPID
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Dikeluarkanya SE tersebut yang tidak hanya berdasar sosial kepada 

keresahan dan desakan masyarakat yang melapor, namun juga berdasar 

hukum. Mendorong terciptanya iklim penyiaran yang independen, berimbang 

dan netral memang sudah keharusan untuk lembaga penyiaran. Terdapat 4 

rujukan dalam ketentuan keluarnya SE tersebut sebagaimana yang telah ada 

dalam UU serta peraturan-peraturannya antara lain:
3
 

1. Huruf d dan e Konsideran UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran :  

(d) ‚bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang 
mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, 
dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam 
menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, 
serta kontrol dan perekat sosial.‛ 

(e) ‚bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, 
serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam 
pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka 
penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga 
nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa 
yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.‛ 

2. Pasal 36 ayat (4) UU Penyiaran : 

‚Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan golongan tertentu.‛ 

3. Pasal 11 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 

01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) : 

(1) ‚Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan 
perlindungan untuk kepentingan publik‛ 

(2) ‚Lembaga penyiaran wajiib menjaga independensi dan netralitas isi 
siaran dalam setiap program siaran‛ 

                                                             
3
 Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017. 
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4. Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) 

Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standart Program Siaran (SPS) : 

(1) ‚Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan 
tidak untuk kepentingan kelompok tertentu‛ 

(2) Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi 
pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya‛ 

Adanya SE tersebut menjadi keharusan semua lembaga penyiaran 

baik yang bersifat komersil ataupun non komersil untuk menyaring program 

siarannya agar segala bentuk kampanye parpol tidak diperbolehkan tayang 

sebelum masa kampanye tiba.  

KPI selaku lembaga independen yang mengatur segala bentuk 

berkaitan dengan penyelenggara penyiaran, memang sudah ranahnya 

mengeluarkan SE yang ditujukan di internal KPI itu sendiri yakni kepada 

lembaga penyiaran. Pengguna jasa penyiaran baik perorangan ataupun 

kelompok itulah yang langsung bersinggungan dengan lembaga penyiaran 

terkait apa yang akan ditayangkan di lembaga penyiaran yang digunakan. 

Adanya SE tersebut, lembaga penyiaran tentu menjadikan salah satu acuan 

berupa rambu-rambu larangan terkait bahan siaran yang akan ditayangkan. 

Cara lembaga penyiaran dalam mensosialisasikan aturan tersebut dengan 

memberitahukan kepada pengguna jasa siarannya. Seperti halnya surat 

pemberitahuan dari stasiun televisi Global TV melalui surat nomor 

087/Skel/GIB-LGL/V/2017 dan nomor 088/Skel/GIB-LGL/V/2017 kepada 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56 
 

 
 

Partai Berkarya juga Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia terkait adanya 

SE tersebut dari KPI Pusat.
4
 

Keresahan dan kerugian masyarakat yang sudah terselesaikan dengan 

adanya SE tersebut, ternyata hanya bisa menjawab permasalahan dalam 

tataran masyarakat di kalangan penonton siaran saja. Kalau dari kelompok 

lain yang juga bagian dari masyarakat dalam turut serta memberikan 

tontonan di media penyiaran, justru kebalikan dari itu atau malah mengalami 

kerugian dengan keberadaan SE dari KPI Pusat.  

Seperti Partai Berkarya dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 

merasa dirugikan dengan keberadaannya SE tersebut dengan mengambil 

langkah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan 

objek sengketa (Surat Edaran Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017) yang 

dikeluarkan oleh Tergugat (KPI) dirasa merugikan Penggugat (Partai 

Berkarya dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia), semula dapat 

bersosialisasi yang bersifat pendidikan politik melalui siaran televisi dengan 

menayangkan lagu himne dan lagu mars partainya, namun semenjak adanya 

objek sengketa tersebut sudah tidak bisa lagi ditayangkan oleh lembaga 

penyiaran. Maka secara langsung, keberadaannya SE tersebut juga menjadi 

penghalang atas pendidikan politik yang seharusnya tersampaikan 

sebagaimana bentuk amanat dari AD (Anggaran Dasar) parpol tersebut.  

                                                             
4
 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 109/G/2017/PTUN-JKT Tentang Pencabutan 

Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017, 6. 
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Parpol yang menggugat SE tersebut ke jalur PTUN atas dasar yang 

menjadi objek sengketa termasuk norma Umum-Konkret. Sebagaimana yang 

kita ketahui bersama bahwa dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan (AP) membawa implikasi terhadap 

perluasan kompetensi absolut PTUN yang tidak hanya berwenang menguji 

keabsahan penetapan tertulis berupa norma konkret-individual (Keputusan 

Tata Usaha Negara/KTUN) saja, melainkan juga norma Umum-Konkret dan 

Individual-Abstrak serta tindakan faktual.
5
 

Berbeda hal dengan eksepsi tergugat yang menolak tegas dalil dari 

penggugat bahwa SE tidak sama dengan Keputusan. Sehingga tidak tepat 

bila SE tersebut di Hak Uji Materi (HUM) langsung ke ranah PTUN yang 

bukan wewenangnya untuk menerima, memeriksa dan memutus objek 

sengketa atas dasar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan tepat pada pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa yang menjadi 

objek sengketa TUN adalah Keputusan administrasi pemerintahan, yang juga 

disebut sebagai Keputusan TUN atau Keputusan administrasi Negara yaitu 

Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah 

dalam penyelenggaraan pemerintah.  

SE yang digugat ke PTUN tersebut diterima dan gugatannya 

dikabulkan, sesuai dengan putusan nomor: 109/G/2017/PTUN-JKT. Salah 

satu yang menjadi pertimbangan hakim bahwa SE tersebut harusnya bersifat 

                                                             
5
 Pasal 87 UU AP Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai 

Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan. 
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lintas sektoral yang menggandeng lembaga lain seperti hal nya KPU dan 

Bawaslu, bukan dilaksanakan oleh seorang diri saja atau hanya KPI. 

Kemudian KPI melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

(PT TUN) sesuai putusan nomor: 369/B/2017/PT.TUN.JKT dengan 

pertimbangan hakim yang sama di putusan sebelumnya. Tidak selesai di 

tingkat banding, upaya KPI untuk mempertahankan SE tersebut dengan 

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) sesuai putusan nomor: 

343/K/TUN/2018 yang pada akhirnya sama bahwa hakim menguatkan 

putusan-putusan sebelumnya sehingga SE tersebut dinyatakan tidak berlaku 

dan memutuskan kepada KPI untuk mencabutnya. 

B. Putusan Terdahulu 

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 109/G/2017/PTUN-JKT
6
 

Para Pihak:  

Identitas Penggugat 1  

Nama  : Partai Berkarya  

Alamat : Jalan Pangeran Antasari Nomor 20 Cilandak, Jakarta 

Selatan. 

Identitas Penggugat 2  

Nama   : Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia  

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 44, Jakarta Pusat. 

 

 

                                                             
6
 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 109/G/2017/PTUN-JKT Tentang Pencabutan 

Surat Edara Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017. 
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Identitas Tergugat 

Nama  : Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 8 Petojo Utara, Jakarta    Pusat. 

Duduk Sengketa: 

a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Dilihat dari substansi maupun adressatnya objek sengketa 

tersebut masuk dalam golongan norma Umum-Konkret sebagaimana 

yang dimaksud Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan (AP) Juncto 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Huruf E angka 

3a, dan bukan norma Individual-Konkret (KTUN) karena adressatnya 

tidak ditujukan kepada individu tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan 

juga bukan norma Umum-Abstrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena hanya 

merupakan pedoman teknis yang dituujukan kepada jajaran di 

bawahnya bersifat intern. 

b. Kepentingan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat 

Para penggugat merupakan salah satu subjek hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2014 yaitu orang atau badan hukum perdata. Subjek 

hukum tersebut memang mempunyai hak dan dalam hal ini hak yang 

bersangkutan memang dirugikan dengan berlakunya objek sengketa 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

60 
 

 
 

yang dimohonkan pengujian. Timbulnya kerugian dimaksud terdapat 

hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (Causal Verband). 

Apabila gugatan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian 

yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan 

dibatalkannya objek sengketa dimaksud.  

c. Objek Sengketa 

Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K/KPI/31.2/04/2017. 

d. Pokok Gugatan 

1) Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Dan 

Pasal 13 Huruf E Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik, menyatakan ‚Partai politik berfungsi 

sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat 

luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara‛. Selanjutnya di dalam Pasal 13 huruf e Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan ‚Partai 

Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan 

menyalurkan aspirasi politik anggotanya‛ 

Adanya objek sengketa yang berisi larangan untuk stasiun 

televisi dalam menayangkan iklan kampanye, himne partai politik, 

mars partai politik dan lagu lainnya yang terkait dengan partai 
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politik, maka para penggugat tidak bisa lagi melaksanakan 

fungsinya sebagai sarana pendidikan partai politik dengan 

penayangan iklan, lagu himne dan mars Para Penggugat melalui 

media televisi. 

2) Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 36 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 

Iklan lagu himne dan mars, serta lagu lainnya yang ada 

kaitannya dengan Para Penggugat jelas mengandung manfaat 

untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, 

kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta 

mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia, sedangkan 

objek sengketa melarang stasiun televisi untuk menayangkan iklan 

mars partai politik. 

3) Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Kepastian 

Hukum 

Adanya objek sengketa tersebut tidaklah tepat, karena 

pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 11 

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat 

(2) Standar Program Siaran (SPS) pada pokoknya mengatur 

tentang netralitas lembaga penyiaran, sedangkan penayangan lagu 

himne dan mars, serta lagu lainnya yang berkaitan dengan Para 

Penggugat baik sebelum maupun selama masa kampanye jelas 

tidak melanggar netralitas. Terlebih saat ini Undang-undang 
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Pemilu yang akan menjadi landasan yuridis penyelenggaraan 

Pemilu serentak 2019 belum ada dan masih dibahas di DPR, 

sehingga belum ada batasan kapan masa kampanye untuk Pemilu 

serentak tahun 2019. 

4) Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kecermatan 

Objek sengketa yang berisi larangan bagi stasiun televisi 

untuk menayangkan iklan kampanye, himne partai politik, mars 

partai politik dan lagu lainnya yang terkait dengan partai politik 

sangat terburu-buru (Prematur) tanpa didasarkan pada informasi 

dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas objek 

sengketa dan persiapan yang cermat sebelum objek sengketa 

diterbitkan. 

Berdasarkan seluruh uraian dalil dalam Pokok Gugatan, 

telah jelas bahwa objek sengketa bertentangan dengan: 

a) Peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 11 ayat (1) dan 

Pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik, Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

b) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu Asas 

Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. 
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5) Kesimpulan
7
 

Berdasarkan urutan keseluruhan dalil yang diterangkan di 

atas, Para Penggugat berkesimpulan: 

a) PTUN berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini 

b) Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum (Legal 

Standing, Ius Standi In Judicio) untuk mengajukan Gugatan a 

quo 

c) Pokok Gugatan beralasan menurut hukum, karena objek 

sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 

dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 

d) Terdapat kepentingan yang mendesak untuk menunda 

pelaksanaan objek sengketa. 

6) Petitum
8
 

Adapun dalil-dalil yang telah diterangkan tersebut, Para 

Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan 

memutus sengketa ini dengan tuntutan sebagai berikut: 

a.) Dalam Penundaan 

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek 

sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat berupa Surat 

Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

                                                             
7
 Ibid., 18. 

8
 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 109/G/2017/PTUN-JKT Tentang Pencabutan 

Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017, 18. 
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225/K/KPI/31.2/04/2017 sampai adanya putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksaan objek 

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selama 

pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

b.) Dalam Pokok Perkara 

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya 

2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang 

diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (Tergugat) 

berupa Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K/KPI/31.2/04/2017. 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara 

dalam sengketa ini. 

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya 

permohonan penundaan oleh Para Penggugat adalah sebagai 

berikut: 

a) Bahwa sebagai Partai Politik yang baru akan mengikuti 

kontestasi Pemilu untuk pertama kalinya, Para Penggugat 

harus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik seluas 

mungkin agar dapat dikenal dan diterima oleh konstituen. 

b) Bahwa terhambatnya pemasangan iklan lagu mars dan hymne 

serta lagu lainnya yang ada kaitan dengan Para Penggugat 
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sangatlah mengganggu program sosialisasi dan pendidikan 

politik Para Penggugat, apalagi kontestasi Pemilu 2019 sudah 

semakin dekat. 

c) Bahwa mencermati fakta diatas, maka terdapat kepentingan 

yang sangat mendesak, karena semakin hari kerugian Para 

Penggugat semakin besar jika objek sengketa dimaksud tetap 

dilaksanakan. 

Dalam pemeriksaan sengketa a quo, para pihak hadir dengan 

diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing, sebagaimana tersebut di 

atas. Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Tergugat menolak seluruh Gugatan yang diajukan Penggugat, 

kecuali jika diakui dengan tegas. 

a. Dalam Eksepsi 

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Karena Objek 

Yang Digugat Bukan Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara 

Surat Edaran bukan objek sengketa TUN dengan alasan sebagai 

berikut: 

1) Surat Edaran Tidak Sama Dengan Keputusan 

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan tepat pada pasal 87 disebutkan: 

‚Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana 
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telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: 

a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual 

b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di 

lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan 

penyelenggaraan negara lainnya 

c) Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan AUPB 

d) Bersifat final dalam arti lebih luas 

e) Keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum 

f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.  

Dengan demikian objek sengketa TUN menurut Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah keputusan pemerintah, bukan 

surat edaran. 

Selain itu juga terdapat di dalam BAB X tentang Upaya 

Administratif, tepatnya Pasal 75 yang berbunyi: 

(1) ‚Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan 

dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif 

kepada Pejabat Pemerintah atau atasan pejabat yang 

menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan 

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari: a. Keberatan, dan b. Banding 

(3) Upaya Administratif tidak menunda pelaksanaan putusan...dst 
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(4) Badan dan/atau pejabat pemerintah wajib segera menyelesaikan 

Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan 

negara. 

(5) Pengajuan upaya administratif tidak dibebani biaya.‛ 

Dengan tidak ditempuhnya Upaya Administratif terlebih 

dahulu oleh Penggugat, melainkan langsung mengajukan Gugatan 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jelaslah Gugatan yang 

diajukannya ini terlalu cepat (Prematur), sehingga gugatan demikian 

haruslah dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak 

dapat diterima. 

2) Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan 

Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat yang 

menyatakan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan 

PTUN terhadap objek sengketa. Ruang lingkup dari objek sengketa 

hanya terhadap Lembaga Penyiaran yang terdiri dari stasiun 

Televisi dan stasiun Radio selaku internal penyiaran. Karena sifat 

dari objek sengketa hanya kepada pihak intern saja yakni Lembaga 

Penyiaran. Maka seharusnya yang mengajukan keberatan atas 

terbitnya objek sengketa adalah dari Lembaga Penyiaran bukan 

partai politik.  

Jika alasan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa 

dengan timbulnya objek sengketa Para Penggugat yang tidak bisa 

memberikan pendidikan politik dan mengeluarkan aspirasi, maka 
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alasan tersebut sangat tidak logis karena masih ada media lain yang 

dapat digunakan, misalnya media sosial, koran, baliho dan yang 

lainnya di luar Lembaga Penyiaran. 

b. Dalam Pokok Perkara 

1.) Objek Sengketa Tidak Melanggar Pasal 11 Ayat (1) dan 13 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

Point penting dalam objek sengketa tersebut adalah 

Tergugat hanya melarang iklan politik disiarkan di Televisi dan 

Radio diluar yang diatur Penyelenggara Pemilu. Pendidikan politik 

dan menyalurkan aspirasi publik tidak harus dilakukan melalui 

Lembaga Penyiaran, melainkan bisa melalui pemasangan iklan 

dipinggir jalan, baliho, melalui selebaran dan fasilitas lainnya. 

Dengan demikian Tergugat tidak terbukti atas terbitnya objek 

sengketa telah melanggar Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 huruf e 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 dikarenakan hal tersebut 

bisa dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang lain. 

2.) Objek Sengketa Tidak Melanggar Pasal 36 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

Tergugat tidak pernah melarang isi siaran yang 

mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan yang bermanfaat 

untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemauan, 

kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta 

mengamalkan nilai agama dan budaya Indonesia. Dengan 
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dilarangnya iklan partai politik karena banyaknya aduan dari 

masyarakat, justru hal ini merupakan tindakan yang sesuai dengan 

Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 untuk 

menciptakan apa yang terkandung di dalam nilai dari pasal 

tersebut. 

3.) Objek Sengketa Tidak Melanggar Asas Kepastian Hukum 

Penayangan iklan partai politik diluar masa kampanye tentu 

saja berpotensi melanggar netralitas Lembaga Penyiaran, karena 

berdasarkan data yang ada ternyata penyiaran iklan Partai Politik 

juga hanya diiklankan di Lembaga Penyiaran tertentu yang 

pemiliknya juga merupakan pendiri Partai Politik dalam 

mengiklankan. Perlu kami tegaskan, objek sengketa tersebut bukan 

ditujukan kepada satu pihak saja, melainkan kepada semua pihak 

terkait Lembaga Penyiaran agar menjaga netralitas sebagaimana 

yang diatur dalam undang-undang. 

4.) Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Kecermatan 

Dasar yang menjadi awal terbitnya objek sengketa adalah 

banyaknya aduan dari masyarakat terkait dengan penayangan iklan 

partai politik di lembaga penyiaran. Selanjutnya berdasarkan 

kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Tergugat, 

yakni mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran, 

Tergugat melakukan analisa, baik terhadap konten maupun 

peraturan terkait. Hasil akhir dari analisa tersebut adalah terbitlah 
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objek sengketa yang dikeluarkan dengan cermat, setelah 

menimbang banyak aspek, termasuk dalam sosial politik. 

5.) Dalam Penundaan Objek Sengketa 

Dalil Penggugat yang menyatakan adanya kepentingan 

mendesak karena terdapat kerugian dari Penggugat yang semakin 

hari semakin besar, pernyataan ini tidak sesuai dengan realita 

karena belum ada biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat 

sehingga tidak ada kerugian secara materi. Kerugian yang 

dimaksud Penggugat lebih kepada kerugian immateriil. 

6.) Kesimpulan dan Permohonan
9
 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka dengan 

ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 

berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi 

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. 

Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. 

Dalam Pokok Perkara 

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya 

                                                             
9
 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 109/G/2017/PTUN-JKT Tentang Pencabutan 

Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017., 39. 
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Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini 

Pertimbangan Hakim 

Dalam Eksepsi 

Tidak semua surat edaran menjadi objek HUM (Hak Uji Materi) 

dan sebaliknya tidak semua surat edaran tidak menjadi objek HUM. 

Semua bergantung pada isinya. Eksepsi tergugat yang menyatakan objek 

sengketa bukan menjadi wewenang absolut PTUN adalah tidak beralasan 

hukum. 

Dalam eksepsi dari Tergugat yang menyatakan Para Penggugat 

memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang berkepentingan bukan 

hanya terdapat pada alamat (addresat) namun juga kemungkinan pada 

pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan 

Dengan diterbitkannya surat edaran Tergugat, Para Penggugat 

tidak dapat memperkenalkan diri sebagai partai politik baru yang akan 

ikut berkompetisi pada Pemilu serentak Tahun 2019 ke 

publik/masyarakat luas melalui media Televisi. Hal ini telah cukup 

membuktikan adanya hubungan hukum antara diterbitkannya surat edaran 

Tergugat disatu sisi dan kerugian Para Penggugat disisi lain, oleh 

karenanya Para Penggugat memiliki kepentingan (legal standing) untuk 

mengajukan gugatan aquo. 

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa dalil eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki 
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kepentingan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian 

eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan 

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok 

perkara. 

Dalam Pokok Perkara 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Peratun 

dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Majelis 

Hakim dalam mempertimbangkan keabsahan obyek sengketa yang 

meliputi 3 aspek yaitu: kewenangan, prosedur dan substansi. 

Tergugat memang diberi wewenang secara atributif untuk 

mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar 

Program Siaran (SPS) dengan cara menerbitkan surat edaran, akan tetapi 

disisi lain didalam kaitannya dengan Pemilu ada ketentuan Pasal 100, 101 

dan 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang ini masih berlaku 

pada saat diterbitkannya Surat Edaran Tergugat) dimana ada juga 

kewenangan beberapa Lembaga Negara yang saling terkait satu sama lain 

yaitu KPI atau Dewan Pers, KPU dan Bawaslu. 

Wewenang Tergugat untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan 

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS) 

dalam kaitannya Pemilu merupakan wewenang lintas sektoral dari 

beberapa Lembaga Negara yang saling terkait satu sama lain yaitu KPI 
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atau Dewan Pers, KPU dan Bawaslu, maka menurut Majelis Hakim 

Tergugat tidak dapat menjalankan kewenangan bersama tersebut seorang 

diri tanpa berkoordinasi minimal dengan KPU dan Bawaslu. Dengan 

menjalankan kewenangan yang besifat lintas sektoral, maka kewajiban 

koordinasi antar lembaga negara yang berwenang bersama harus 

dilakukan dengan produk hukum yang dihasilkan adalah surat keputusan 

bersama. 

Dalam menerbitkan surat edaran a quo Tergugat telah melampaui 

wewenangnya, maka penerbitan surat edaran a quo terbukti mengandung 

cacat hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan bersifat kewenangan antara lain Pasal 100, Pasal 101 

dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian Majelis Hakim 

tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai aspek prosedur dan 

substansi dari surat edaran obyek sengketa a quo dan terhadap gugatan 

Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan terhadap 

surat edaran a quo haruslah dinyatakan tidak sah. 

Mengadili 

Dalam Eksepsi 

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya 

Dalam Pokok Perkara 

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya 
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Menyatakan tidak sah Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia 

Nomor : 225/K/KPI/31.2/04/2017  

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Edaran Komisi 

Penyiaran Indonesia Nomor : 225/K/KPI/31.2/04/2017  

Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor : 109/G/2017/PTUN.JKT 

tanggal 3 Oktober 2017 tetap dipertahankan 

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

242.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). 

2. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 

369/B/2017/PT.TUN.JKT
10

 

Para Pihak 

Identitas Pembanding : Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat 

Alamat    : Jalan Gajah Mada Nomor 8 Petojo Utara, 

Jakarta Pusat 

Identitas Terbanding 1 : Partai Berkarya 

Alamat    : Jalan Pangeran  Antasari Nomor 20 

Cilandak, Jakarta Selatan 

Identitas Terbanding 2 : Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 

Alamat    : Jalan Imam Bonjol Nomro 44, Jakarta 

Pusat 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca: ------------- 

                                                             
10

 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 369/B/2017/PT.TUN.JKT Tentang 

Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 
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1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 

tertanggal 21 Desember 2017 Nomor : 369/B/2017/PT.TUN.JKT., 

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan 

memutus sengketa ini. 

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

Nomor: 109/G/2017/PTUN.JKT. 

Tentang Pertimbangan Hukum 

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa 

sengketa a quo secara seksama. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat 

Banding berpendapat bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena 

itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis 

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus 

perkara a quo di tingkat banding. 

Terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding menurut 

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada suatu hal baru yang dapat 

melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama 

yang dimohonkan banding. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat 

banding ini patutlah dikuatkan. Karena putusan sebelumnya dikuatkan 

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka 

pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah. Sesuai ketentuan 
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pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk 

membayar biaya perkara kedua dalam amar putusan ini. 

Mengadili 

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding 

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 

109/G//2017/PYUN.JKT tanggal 3 Oktober 2017 yang dimohonkan 

banding 

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara 

dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan 

sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)  

 

3. Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/TUN/2018.
11

 

a. Para Pihak 

1.) Pemohon Kasasi 

Komisi Penyiaran Indonesia yang beralamatkan di Jalan 

Gajah Mada, Nomor 8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. 

2.) Termohon Kasasi I 

Partai Berkarya yang beralamatkan di Jalan Pangeran 

Antasari, Nomor 20, Cilandak, Jakarta Selatan. 

3.) Termohon Kasasi II 

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang beralamatkan 

di Jalan Imam Bonjol, Nomor 44, Jakarta Pusat 
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 Putusan Mahkamah Agung No: 343 K/TUN/2018 Tentang Pencabutan Surat Edaran Komisi 

Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 
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Membaca surat-surat yang bersangkutan merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini: 

Berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat 

dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan 

putusan sebagai berikut: 

1) Dalam Penundaan: 

a) Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek 

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat barupa Surat Edaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 225/K/KPI/31.2/04/2017, 

tanggal 21 April 2017 samapai adanya putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

b) Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek 

sengketa yanng diterbitkan oleh Tergugat beruppa Surat 

Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 

225/K/KPI/31.2/04/2017, tanggal 21 April 2017 selama 

pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

2) Dalam Pokok Perkara 

a) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya 

b) Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang 

diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 

225/K/KPI/31.2/04/2017, tanggal 21 April 2017, tanggal 21 

April 2017 
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c) Mewajiban Komisi Penyiaran Indonesia (Tergugat) untuk 

mencabut kembali objek sengketa berupa Surat Edaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 225/K/KPI/31.2/04/2017, 

tanggal 21 April 2017 tanggal 21 April 2017 

d) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam 

sengketa ini. 

3) Pertimbangan Hakim 

Membaca surat-surat yang bersangkutan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari adanya putusan ini. Maka berdasarkan 

surat-surat yang bersangkutan, Para penggugat dalam gugatannya 

memohon kepada Pengadilan untuk memberi putusan sebagai 

berikut: 

a. Dalam Penundaan: 

1. Mengabulkan permohonan pelaksanaan objek sengketa 

yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Edaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K/Kpi/31.2/04/2017 sampai adanya putusan 

pengadilan yang berkekutan hukum tetap. 

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek 

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat 

Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K/Kpi/31.2/04/2017 selama proses pemeriksaan 
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sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap. 

b. Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya 

2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang 

diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (Tergugat) 

berupa Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 

225/K/Kpi/31.2/04/2017 

3. Mewajibkan Komisi Penyiaran Indonesia (Tergugat) untuk 

mencabut objek sengketa berupa Surat Edaran Komisi 

Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/Kpi/31.2/04/2017 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara 

dalam sengketa ini. 

Dalam gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai 

berikut: 

a. Objek gugatan bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha 

Negara 

b. Gugatan prematur 

c. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan. 

Dalam hal ini gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor: 

109/G/2017/PTUN.JKT kemudian pada tingkat banding putusan 

tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 
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dengan Putusan Nomor: 369/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 13 Februari 

2018. 

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon 

Kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh 

Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 

12 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi 

yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 Maret 2018. 

Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan 

kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu 

dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu 

permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Berdasarkan 

memori kasasi tersebut yang diterima pada tanggal 23 Maret 2018 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon 

Kasasi meminta agar: 

1. Dalam Eksepsi: 

Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya 

2. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksaan Objek Gugatan: 

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksaan Objek Sengketa 

untuk seluruhnya 

3. Dalam Pokok Perkara 

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya 
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Menyatakan sah Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia 

Nomor 225/K/KPI/31.2/04/2017 tentang Larangan 

Menayangkan Siaran Iklan Politik Di Luar Masa Kampanye 

Dalam Bentuk Iklan Kampanye, Himne Partai Politik, Mars 

Partai Politik Dan Lagu Lainnya Yang Berkaitan Dengan Partai 

Politik 

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang 

timbul dalam perkara ini. 

Atau:
12

 

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et 

Bono). Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori 

Kasasi yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-

alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti 

sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, 

dengan pertimbangan Surat Edaran dari Tergugat in casu objek 

sengketanya bersifat individual-konkret.  

Wewenang Tergugat untuk mengawasi pelaksanaan 

peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standart 

Program Siaran (SPS) yang berkaitan dengan Pemilu. Hal ini 

merupakan wewenang lintas sektoral dari beberapa Lembaga 

                                                             
12

 Ibid., 4. 
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Negara yang saling terkait satu sama lain yaitu KPI dan Dewan 

Pers, KPU dan Bawaslu. Sehingga Tergugat tidak dapat 

menjalankan kewenangan bersama tersebut hanya dengan seorang 

diri saja tanpa berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu. 

Di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya 

mengenai pilihan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan 

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan 

dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada  

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada 

kesalahan dalam pelaksanaan hukum. Putusan Judex Facti dalam 

perkara ini tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan/atau 

undang-undang. Maka dengan hal ini, permohonan kasasi tersebut 

dinyatakan ditolak dan sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon 

Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. 

Dalam hal ini, hakim memperhatikan Pasal 23 Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 53 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
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Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang saling 

terkait. 

Dengan demikian Hakim Mahkamah Agung mengadili: 

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Penyiaran 

Indonesia. 

Kesimpulan putusan pengadilan tersebut mulai dari putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara  (PTUN), putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT 

TUN), dan putusan Mahkamah  Agung (MA) adalah Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atas 

mengeluarkan Surat Edaran (SE) tersebut. Sangat tampak melampaui 

kewenangan karena dasar hukum dibuatnya SE KPI hanya menggunakan regulasi 

internal KPI sendiri, baik berupa UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

maupun regulasi di bawahnya berupa PKPI (Peraturan Komisi Penyiaran 

Indonesia), Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS). 

Komisi Penyiaran Indonesia seharusnya menggandeng lembaga negara 

lain yang saling terkait yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu 

(Badan Pengawas Pemilihan Umum) dikarenakan isi dari SE yang dibuat oleh 

KPI ada sangkut pautnya dengan Pemilu. Hal ini tentu tergolong kewenangan 

lintas sektoral, bukan lintas sektor. Kewenangan lintas sektoral mewajibkan 

untuk berkoordinasi antar lembaga terkait sehingga produk hukumya juga 

berdasarkan regulasi masing-masing lembaga, bukan hanya regulasi dari satu 

lembaga saja. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS DAN MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP 

PENCABUTAN SURAT EDARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA 

NOMOR : 225/K/KPI/31.2/04/2017 

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/TUN/2018) 

 

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 343 K/TUN/2018 

Tentang Pencabutan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 

225/K/KPI/31.2/04/2017 

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik 

Indonesia (NRI) Tahun 1945 BAB IX  tentang Kekuasaan Kehakiman telah 

menempatkan posisi Mahkamah Agung yang tidak lagi sebagai satu-satunya 

kekuasaan Kehakiman, namun hanya salah satu dari pelaksana Kekuasaan 

Kehakiman. Tepat pada pasal 24 ayat (2) mengatakan: ‚Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.‛
1
  

Hal ini sebagai bukti terobosan kedepan dalam ranah peradilan untuk 

kekuasaan kehakiman yang merdeka demi satu tujuan yang sama yakni 

menegakkan hukum dan keadilan. 

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) mengatakan bahwa kewenangan 

Mahkamah Agung mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan 

                                                             
1
 Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
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perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang, 

dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. 

Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan UUD NRI 

1945 ialah sebagai berikut: 

a. Menguji Undang-undang di bawah Undang-Undang 

Diantara kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada 

Mahkamah Agung ialah sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, 

yakni berwenang menguji peraturan perundang-undangan. Sebutan 

lain dari kewenangan menguji peraturan perundang-undangan adalah 

Hak Uji Materi (HUM) atau Judicial Review (JR). Kewenangan yang 

diberikan tersebut bertujuan untuk mempertegas dan memperkokoh 

fungsi, peran serta tugas dari Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan 

untuk Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap 

semua tindakan Pemerintah atau Penguasa (to anable the judge to 

exercise of goverment’s action).
2
  

Dalam hal kewenangan Mahkamah Agung tersebut, tidak 

meliputi semua HUM menjadi kewenangannya atau dalam artian 

terbatas. HUM tersebut hanya dalam ruang lingkup antara Undang-

undang dengan Peraturan dibawah Undang-undang, seperti halnya 

menguji Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, Keputusan 

Presiden, Keputusan Menteri atau Perda, dan sebagainya. 

                                                             
2
 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Menganai Sistem Peradilan dan Penyelesaian    

Sengketa, (Bandung: Citra  Aditya Bakti, 1997), 43. 
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b. Mengadili Pada Tingkat Kasasi 

Kewenangan Mahkamah Agung dalam hal mengadili pada 

tingkat kasasi merupakan kewenangan yang dijamin dalam Pasal 24A 

ayat (1) UUD 1945. Arti dari kasasi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) ialah:
3
 ‚pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh 

Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu 

menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang‛ 

Regulasi lain yang menjadi landasan bahwa Mahkamah Agung 

mempunyai kewenangan kasasi yakni dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman mengandung dua arti antara lain: Pertama, dalam 

menggariskan suatu perkara yang dapat untuk diperiksa pada tingkat 

kasasi hanya terhadap putusan pada tingkat terakhir di semua 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 

Kedua, putusan yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam 

tingkat kasasi ialah yang bersumber dari semua lingkungan peradilan 

berada dibawah Mahkamah Agung.
4
 

Ketentuan dalam penanganan Kasasi oleh Mahkamah Agung 

dipertegas dan diperjelas kembali dalam Pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara 

                                                             
3
 KBBI Online. 

4
 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali 

Perkara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 95. 
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Tertinggi dari keempat lingkungan Peradilan (Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha 

Negara). Dalam pasal lain juga mengatakan, tepat pada Pasal 20 ayat 

(2) huruf a menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki Mahkamah 

Agung dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Pengadilan Negara 

Tertinggi
5
 ‚Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang 

diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan disemua lingkungan 

peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali undang-

undang menentukan lain‛ 

c. Kewenangan Lain Yang Diberikan Undang-Undang 

Ada beberapa kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan 

oleh Undang-Undang. Hal ini sebagai bentuk konsekwensi dari 

amanat UUD Tahun 1945, berikut sebagian diantaranya adalah: 

1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus:
6
 

a) Permohonan kasasi; 

b) Sengketa tentang kewenangan mengadili; 

c) Permohonan peninjauan kembali dalam putusan Pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

2) Mahkamah Agung berwenang memutus permohonan kasasi 

terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat 

Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.
7
 

                                                             
5
 Pasal 11 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

6
 Pasal 28 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 
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3) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang.
8
 

Upaya kasasi yang dimohonkan oleh Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) untuk mempertahankan objek sengketa (Surat 

Edaran) tersebut memang sudah waktunya setelah menempuh jalur 

banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. 

KPI dalam mengeluarkan Surat Edaran (SE) tersebut atas dasar 

wewenang yang diberikan Undang-undang, sehingga KPI terus 

bersikukuh untuk mempertahankan SE dalam setiap proses peradilan 

yang dilaluinya. Pada tahap awal proses gugatan di Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN), ada dua duduk sengketa yang disampaikan 

oleh Penggugat (Partai Berkarya dan Partai Pengusaha dan Pekerja 

Indonesia) yaitu objek sengketa tersebut menjadi kewenangan PTUN 

dan Penggugat mempunyai kepentingan hukum.  

Sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan PTUN, dalam 

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bahwa yang tidak menjadi objek gugatan 

di PTUN adalah Keputusan atau tindakan yang bersifat Umum-

abstrak, sedangkan untuk yang bersifat konkret-individual, abstrak-

individual, dan konkret-umum itu menjadi wewenang PTUN. Sifat 

adanya SE dari KPI tersebut ialah individual-konkret dengan alasan 

                                                                                                                                                                       
7
 Pasal 29 UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 

8
 Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung. 
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bahwa KPI dalam mengeluarkan SE itu ditujukan kepada lembaga 

penyiaran. Apakah bersifat umum ? tentu tidak, melainkan individual. 

Kemudian isi dari SE tersebut sudah jelas tertulis bersifat larangan 

untuk tidak menayangkan siaran iklan politik diluar masa kampanye. 

Apakah bersifat abstrak ? tidak juga, melainkan bersifat konkret. 

Dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)  mengatur bahwa: 

‚Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha 

Negara  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1986 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, harus 

dimaknai sebagai: a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan 

faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di 

lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatid dan Penyelenggara 

Negara lainnya; c. Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan dan 

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); d. Bersifat final 

dalam arti luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat 

hukum dan/atau; f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat‛ 

Untuk memaknai suatu keputusan jangan melihat hanya dari 

segi produknya saja, melainkan juga melihat dari segi konten atau isi 

dari SE tersebut sehingga dalam memahami Pasal 87 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 itu secara komprehensif dengan hasil 

memenuhi kriteria dari regulasi yang mengaturnya. Dengan demikian, 

atas bantahan dari KPI bahwa SE tersebut bukan ranah PTUN 

termasuk salah satu kategori dalam memaknai pasal 87 yang tidak 

secara komprehensif.  

Selain tidak memaknai pasal secara komprehensif, alasan 

tambahan KPI bahwa gugatan partai politik tersebut tergolong 
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terburu-buru (Prematur). KPI menilai harusnya melalui Upaya 

Administratif terlebih dahulu sebagai bentuk dari amanat Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tepat pada pasal 75 dan 76. Dalam hal 

menempuh Upaya Administratif, terlebih dahulu melihat lembaga 

negara yang mengeluarkan objek sengketa. Jika lembaga negara 

independen yang mengeluarkan objek sengketa tersebut tentu tidak 

perlu menempuh Upaya Administratif. Hal ini berdasarkan 

pertimbangan hakim bahwa hakim menilai pasal tersebut bersifat 

prinsip. Posisi lembaga negara independen tentu tidak salah satu 

cirinya mempunyai atasan langsung. Sedangkan posisi KPI yakni 

lembaga negara yang bersifat independen sebagaimana yang terdapat 

dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, maka 

sudah tentu KPI tidak mempunyai atasan langsung. 

Kepentingan hukum partai politik menggugat ke PTUN 

bahwa partai politik tersebut sudah tidak bisa lagi menayangkan 

iklan dan mars partai politik di lembaga penyiaran. Hal ini tentu 

merugikan Penggugat, apalagi Penggugat dalam waktu dekat akan 

mengikuti kontestasi politik sehingga perlu juga mengenalkan citra 

diri partainya kepada khalayak publik. Diantara berbagai cara untuk 

mengenalkan citra diri partai hanya melalui televisi yang sangat 

efektif. 

Terdapat empat pokok gugatan yang disampaikan oleh 

Penggugat diantaranya: 
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1. Keberadaan SE bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 

13 huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 

Politik 

2. Keberadaan SE bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

3. Keberadaan SE bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum 

4. Keberadaan SE bertentangan dengan Asas Kecermatan. 

Dalam gugatan yang pertama bunyi pasal tersebut 

mengatakan: 

‚Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi 

anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia 

yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara‛ 

Hal yang mendasar Penggugat menilai keberadaan SE KPI 

bertentangan dengan pasal tersebut karena partai politik pasti 

membutuhkan suatu wadah untuk perantara penyampaian dalam 

pendidikan politik yang dilakukan, salah satu pendidikan politik 

berupa penayangan iklan, himne dan mars partai nya melalui televisi. 

Maka suatu yang logis jika mendalilkan pasal tersebut karena bertolak 

belakang dengan keberadaan SE dari KPI yang melarang melakukan 

demikian di lembaga penyiaran. 

Dalam gugatan yang kedua bunyi pasal tersebut mengatakan: 

‚Penyiaran mewajibkan isi siaran mengandung informasi, pendidikan, 

hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, 

moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan 

serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia‛  
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Apa yang terkandung dalam isi dari iklan lagu himne dan mars 

serta lagu lainnya yang berkaitan dengan partai politik tentu 

mengandung nilai-nilai positif dan sifatnya membangun akan 

kemajuan terhadap apa yang menjadi pasal tersebut dibentuk.  

Dalam gugatan ketiga yang mendalilkan SE tersebut 

bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Alasan yang mendasar 

bahwa SE tersebut memang pemberlakuannya kepada internal KPI 

sendiri yaitu kepada lembaga penyiaran. Namun dampak dari 

keberadaan SE tersebut kepada eksternal KPI. Tentu sudah menjadi 

keharusan lembaga penyiaran mengikuti aturan yang diberikan oleh 

KPI, sehingga bentuk pemberlakuannya SE tersebut dengan menyaring 

isi siaran yang akan ditayangkan. Jika ada dampak eksternal dengan 

keberadaan SE tersebut, maka sudah menjadi keharusan KPI 

menggunakan dasar hukum yang tidak hanya dalam ruang lingkup 

produk hukum KPI, melainkan juga harus ada dari lembaga lain yang 

saling terkait. Sehingga nantinya sejalan dengan asas kepastian hukum  

yang mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 

pemerintahan. 

Dalam gugatan keempat yang mendalilkan keberadaan SE 

tersebut bertentangan dengan Asas Kecermatan. Alasan yang mendasar 

bahwa dalam membuat suatu aturan baik dalam ranah internal, lebih-

lebih di eksternal KPI harus mengedepankan pertimbangan-
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pertimbangan matang atas keberadaan aturan yang akan dibuat. 

Mendasarkan pada informasi merupakan bagian yang vital agar tidak 

melanggar asas kecermatan. Sehingga dengan akan dibuatnya suatu 

aturan memang benar dibutuhkan bukan malah sebaliknya yang 

berujung gugatan.   

Pertimbangan hakim yang paling pokok dalam hal memutus 

perkara yang diajukan yakni soal kewenangan KPI yang bersifat 

atribusi. Arti dari atribusi menurut Ridwan HR dalam buku Hukum 

Administrasi Negara (hal. 101-102) yaitu pemberian wewenang 

pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 

KPI dibentuk dan diberi wewenang juga berdasarkan Undang-undang. 

Seperti halnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran juga aturan dibawah Undang-undang berupa Peraturan 

Komisi Penyiara Indonesia (PKPI), Standar Program Siaran (SPS) dan 

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). 

Perihal yang berkaitan dengan penyiaran memang sudah ranah 

KPI dalam hal apapun termasuk fungsi pengawasan. Namun jika ada 

larangan atau pengawasan yang berkaitan dengan Pemilu, tentu tidak 

bisa KPI melaksanakan hanya seorang diri saja. Pasti ada keterkaitan 

dengan lembaga lain yang harus berjalan bersama dalam hal 

pengawasan. Seperti hal nya aturan yang terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilhan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah. Tepat pada Pasal 100, 101 dan 104 yang 

berbunyi: 

‚Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan 

atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye Pemilu yang 

dilakukan oleh setiap lembaga penyiaran atau media massa cetak‛ 

‚Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan iklan 

Kampanye Pemilu diatur dengan Peraturan KPU‛ 

‚Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar 

Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye‛   

Adanya suatu aturan tersebut secara langsung juga adanya 

keterkaitan antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. KPI hanya 

menganggap SE yang dibuat itu ditujukan di internal KPI yang tidak 

ada akibat hukum di eksternal KPI, nyatanya membawa dampak 

kepada eksternal yang dengan demikian KPI melampaui kewenangan 

dari apa yang diberikan oleh Undang-undang. Beda hal jika melibatkan 

lembaga lain yang saling berwenang sesuai dengan aturan yang telah 

dibuat, maka bukan kategori melampaui kewenangan. Sehingga 

pertimbangan hakim yang kuat tersebut atas dasar kewenangan antar 

lembaga yang KPI dinilai melampaui kewenangan dan berakhir 

mengabulkan gugatan dari Penggugat. 

Sebelum hakim memutus perkara tersebut, sudah diberikan data 

dalam pertimbangan hukumnya bahwa KPI pernah melakukan 

wewenang lintas sektoral seperti halnya Surat Keputusan Bersama 

(SKB) antara Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor: 

23/KB/KPU/TAHUN 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan 

Keputusan Nomor: 05/KB/BAWASLU/X/2013 dan Komisi Penyiaran 
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Indonesia dengan Nomor: 665/K/KPU/HK.03.02//10/13. Masing-

masing Keputusan berisi Tentang Pengawasan dan Pemantauan 

Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakya Daerah. 

Jika dibandingkan antara objek sengketa (Surat Edaran Komisi 

Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017) dengan SKB 

tersebut, tentu sangat berbeda. Perbedaan yang sangat signifikan yakni 

pada dasar hukum dikeluarkannya objek sengketa yang hanya 

menggunakan produk hukum internal KPI saja yakni: 

1. Huruf d dan e Konsideran UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran:  

(d). ‚bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa 
yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, 
politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab 
dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, 
hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.‛ 
(e). ‚bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, 
serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam 
pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka 
penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga 
nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa 
yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.‛ 

2. Pasal 36 ayat (4) UU Penyiaran: 

‚Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan golongan tertentu.‛ 

3. Pasal 11 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) Nomor 

01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3): 
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(1)‚Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan 
perlindungan untuk kepentingan publik‛ 
(2)‚Lembaga penyiaran wajiib menjaga independensi dan netralitas 
isi siaran dalam setiap program siaran‛ 

4. Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 

(PKPI) Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standart Program Siaran 

(SPS): 

(3) ‚Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan 
publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu‛ 

(4) Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan 
pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau 
kelompoknya‛. 

Kalau dikomparasikan dengan bunyi Pasal 100, 101, dan 102 

yang telah disebutkan diatas, maka hal ini jelas termasuk kategori KPI 

yang melampaui kewenangan. 

Tidak puas dengan putusan hakim PTUN, KPI masih saja 

bersikukuh untuk mempertahankan SE yang dibuatnya sehingga 

mengambil langkah banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

(PT TUN). Apa yang menjadi pertimbangan hakim di pengadilan 

pertama, menjadi kewenangan diambil atau tidak diambilnya 

kewenangan dari pertimbangan sebelumnya. Hakim PT TUN 

mengambil pertimbangan hakim sebelumnya dan tidak ada hal baru 

yang dapat melemahkan pertimbangan hukum pada putusan PTUN. 

Sehingga putusan hakim PT TUN menguatkan dari apa yang menjadi 

pertimbangan hukum di pengadilan sebelumnya. 

Ketika KPI mengambil upaya hukum kembali kepada 

Mahkamah Agung (MA) dengan langkah Kasasi. Ada tiga point 
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penting yang diputuskan oleh MA dalam pertimbangan hukumnya. 

Pertama, wewenang yang bersifat lintas sektoral. Kedua, putusan 

Judex Facti tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Ketiga, atas 

apa yang menjadi pertimbangan hakim hanyalah bersifat penghargaan 

karena pada tahap kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan 

atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum. 

Antara lintas sektoral dengan satu sektor satu sama lain 

berbeda tipis, hanya saja dalam lintas sektoral melibatkan dan 

wajibnya koordinasi dengan lembaga lain yang saling terkait. Jika 

suatu produk hukum yang akan dibuat itu bersifat satu sektor, maka 

bentuk produk hukumnya berupa Surat Edaran (SE) atau Surat 

Keputusan (SK). Jika suatu produk hukum yang akan dibuat itu 

bersifat lintas sektoral, maka bentuk produk hukumnya berupa Surat 

Edaran Bersama (SEB) atau Surat Keputusan Bersama (SKB). 

Perihal Judex Facti dalam aturan hukum memang sudah 

ranahnya Pengadilan di tingkat pertama yang dalam hal ini adalah 

PTUN juga ditinjau ulang kembali oleh Pengadilan tingkat kedua (PT 

TUN) dan kemudian Mahkamah Agung (MA) pada tahap Kasasi yang 

memeriksa apakah Judex Facti tidak salah dalam pelaksanaannya. 

Sehingga Judex Juris yang dimiliki MA sebagai bentuk pembatalan 

dari apa yang sudah Judex Facti lakukan oleh Pengadilan dibawahnya. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/TUN/2018 dalam 

salah satu pertimbangan hakim tidak menemukan kesalahan dalam 
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menerapkan Judex Facti sehingga kasasi yang dimohonkan oleh KPI 

ditolak oleh MA dan mewajibkan kepada KPI untuk mencabut Surat 

Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/3.02/2017 atau 

yang menjadi objek sengketa tersebut. 

Sebelum MA memberikan putusan tersebut, KPI bergerak 

cepat melakukan pertemuan dengan lembaga terkait sebagaimana yang 

telah ada dalam pertimbangan hakim di putusan terdahulu. Hal ini 

menandakan KPI tetap bersikukuh mengatur penyiaran dalam hal 

pengawasan Pemilu meski diawal langkah kebijakan yang diambil 

kurang tepat atau cacat hukum. Atas pertimbangan hakim yang telah 

disampaikan tersebut, KPI mengikutinya dengan melakukan pertemuan 

dengan lembaga terkait. Seperti hal nya KPI yang melakukan 

pertemuan dengan Bawaslu, KPU dan Dewan Pers untuk 

membicarakan perihal penyiaran yang ada kaitannya dengan Pemilu. 

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan empat keputusan penting:
9
 

1. Iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa (cetak dan 

elektronik) dilarang. Dikarenakan iklan kampanye akan difasilitasi 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

2. Pemberitaan tentang Sosialisasi dan Kampane Pemilu 2019 dengan 

mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan. 

                                                             
9
 RG, 21 Februari 2018, Pertemuan KPI, KPU, Bawaslu,, dan Dewan Pers Hasilkan Empat 

Putusan, http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34337-pertemuan-kpi-kpu-

bawaslu-dan-dewan-pers-hasilkan-empat-putusan, diakses pada hari Sabtu, 1 Juni 2019, Pukul: 

15.40 WIB 

http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34337-pertemuan-kpi-kpu-bawaslu-dan-dewan-pers-hasilkan-empat-putusan
http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34337-pertemuan-kpi-kpu-bawaslu-dan-dewan-pers-hasilkan-empat-putusan
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3. Sosialisasi di internal partai politik diperbolehkan sesuai dengan 

fungsi partai politik melakukan sosialisasi politik dengan metode: 

a. Pemasangan bendera partai politik dengan nomor urut partai 

politik dan, b. Pertemuan internal dengan pemberitahuan kepada 

KPU dan Bawaslu setempat. 

4. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti ke dalam surat KPU 

kepada partai politik. 

Dengan adanya hasil pertemuan tersebut iklan kampanye tidak 

diperbolehkan tayang di lembaga penyiaran sebelum masa kampanye 

tiba. 

Berawal dari hasil pertemuan tersebut, selang beberapa bulan 

keluarlah SKB yang ditanda tangani oleh Bawaslu dengan Keputusan 

Nomor: 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, KPU dengan 

Keputusan Nomor: 26/HM.02-NK/01/KPU/IX/2018, KPI dengan 

Keputusan Nomor: 17/K/KPI/HK.03.02/09/2018, dan Dewan Pers 

dengan Keputusan Nomor: 06/DP/SKB/IX/2018. Masing-masing Surat 

Keputusan Bersama tersebut Tentang Gugus Tugas Pengawasan Dan 

Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, Dan Iklan Kampanye Pemilihan 

Umum Tahun 2019. Untuk lembaran dari SKB ini akan dicantumkan 

pada lampiran 2 (dua). 

Setelah gugus tugas tersebut dibentuk, KPI mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor: 126/K/KPI/31.2/03/2019 yang ditujukan kepada Ketua 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) seluruh Indonesia. SE 
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dengan Nomor 1 Tahun 2019 berisi Tentang Pemberitaan, Penyiaran, 

dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang sebagian 

isinya terkait pelaksanaan tahapan pemilu yang secara terperinci 

dijelaskan. Untuk lembaran dari SE tersebut akan dicantumkan pada 

lampiran tiga (3). 

Dari hasil keterlibatan lembaga lain yang dilakukan oleh KPI, 

hal ini sebagai bentuk belajar dari evaluasi yang terdahulu ketika SE 

sebelumnya di gugat oleh Partai Politik ke PTUN. Kalau 

dikomparasikan antara Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia 

Nomor: 126/K/KPI/31.2/03/2019 (terbaru) dengan Surat Edaran 

Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 (objek 

sengketa), perbedaannya pada letak dasar hukum yang digunakan atas 

dikeluarkannya SE tersebut. Pada SE yang dulu menjadi objek 

sengketa, dasar pembentukan hanya mengadopsi pada produk hukum 

internal KPI saja (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran juga aturan di bawah Undang-undang berupa Peraturan 

Komisi Penyiara Indonesia (PKPI), Standar Program Siaran (SPS) dan 

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Sedangkan SE KPI yang terbaru, 

tidak hanya mengadopsi aturan atau produk hukum internal KPI saja. 

Melainkan juga mengadopsi dari aturan lembaga lain yang terkait 

dengan memperhatikan SKB yang telah disepakati tersebut. 
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B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pencabutan Surat Edaran Komisi 

Penyiaran Indonesia Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 

Salah satu tokoh yang bernama Abu Zahrah mendefinisikan maṣlaḥah 

mursalah yang sejalan dengan kondisi dan situasi keberadaan Surat Edaran 

Komisi Penyiaran Indonesia yang menjadi objek sengketa dalam gugatan 

Partai Politik di Pengadilan Tata Usaha Negara hingga pada tingkat Kasasi, 

beliau mendefinisikan: 

فَعَةٍ دَاخَلَةً فِى مَقَاصِدِ الشَّارعُِ أَنْ يَّكُوْنَ لَاَ شَاهِدً  رْسَلَةُ هِيَ: كُلُّ مَن ْ
ُ
الَْمَصَالِحُ الم

عْتِبَارِ أَوِ اْلِإلْغَاءِ   بِِلْإِ

Artinya: Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang sejalan dengan 

maksud tujuan syara’, tetapi tidak ada nash secara khususs yang 

memerintahkan dan melarangnya. 

Dari definisi di atas tampak jelas bahwa maṣlaḥah mursalah 

merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam 

nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang 

untuk mewujudkannya. Dengan demikian, maṣlaḥah mursalah sejalan dengan 

tujuan syara’ sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam 

mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dari menghindarkan 

mereka dari kemadharatan.
10

 

Dibuatnya suatu aturan oleh KPI yakni berupa Surat Edaran berdasar 

atas keresahan masyarakat dengan maraknya iklan dan kampanye partai 

politik di televisi sebelum masa kampanye tiba. Banyaknya aduan dari 

                                                             
10

 Firdaus, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip, (Jakarta: Zikrul 

Hakim 2004), 84-87. 
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masyarakat yang melapor kepada KPI menjadi tanggung jawab moral kepada 

masyarakat, khususnya. Dan menjadi tanggung jawab atas kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-undang, umumnya. Dalam program tayangan yang 

ada di televisi dikatakan cukup beragam, baik tayangan berupa hiburan 

maupun informasi. Adanya SE tersebut sebagai bentuk upaya KPI dalam 

mengambil tindakan maṣlaḥah guna frekuensi publik sepenuhnya kembali 

kepada publik bukan hanya pada golongan tertentu saja.  

Selain berdasarkan sosial yang terjadi di masyarakat, dibuatnya Surat 

Edaran tersebut juga berdasarkan hukum. Salah satu yang harus dijaga dalam 

kepentingan publik ialah isi siaran dalam tayangan di lembaga penyiaran. 

Seperti halnya yang terdapat di dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia 

pada bab mengenai perlindungan kepentingan publik menyebutkan, tepat 

pada pasal 11 ayat 1 bahwa ‚Lembaga penyiaran wajib memperhatikan 

kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.‛
11

 Adanya regulasi 

tersebut menjadikan KPI terus menjaganya dari hal yang dapat merusak 

kepentingan publik. Jika ada tayangan bersifat melanggar aturan yang ada di 

dalam ranah internal KPI itu sendiri, sudah menjadi kewajiban KPI dalam 

mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga 

bentuk langkah KPI demikian sebagai upaya dalam menjaga kemaslahatan 

untuk kepentingan publik. 

Dibalik maṣlaḥah yang dilakukan oleh KPI, ada madharat yang 

dirasakan oleh Partai politik. Jika dibandingkan antara keduanya, masih 

                                                             
11

 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku 

Penyiaran, 12. 
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tetap maṣlaḥah publik yang harus diutamakan. Demikian terjadi memang 

sudah biasa dalam kehidupan, karena sulit maṣlaḥah secara keseluruhan yang 

sama sekali tidak meninggalkan jejak madharat bagi golongan atau 

kelompok tertentu. Jika tindakan maṣlaḥah tidak dilakukan oleh KPI dalam 

hal larangan penayangan iklan, mars dan himne partai politik sebelum masa 

kampanye, maka dapat menimbulkan keresahan masyarakat walau tidak 

sampai menimbulkan kerusakan dalam tatanan masyarakat.  

Diantara 3 pembagian jenis maṣlaḥah yang ada, maka maṣlaḥah yang 

dilakukan KPI berupa SE tersebut tergolong maṣlaḥah tahsiniyyah 

dikarenakan tahsiniyyah merupakan suatu penyempurna bagi kepentingan 

sekunder (hajiyyah) dan juga sebagai penopang untuk kepentingan primer. 

Dengan demikian membuat tercetusnya rumusan lima ketentuan, yaitu: 

1. Maṣlaḥah daruriyyah merupakan asal bagi semua kepentingan yang lain   

secara mutlak. 

2. Kerusakan pada kepentingan primer yang berarti merupakan suatu 

kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak. 

3. Kerusakan pada kepentingan lain yang tidak harus berarti merusak pada 

kepentingan primer. 

4. Dalam kasus-kasus tertentu yang menyebabkan kerusakan pada 

kepentingan sekunder atau pelengkap, sehingga dapat berakibat pada 

rusakanya kepentingan primer. 
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5. Perlindungan atas kepentingan sekunder dan pelengkap yang harus 

dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.
12

 

Dari uraian rumusan tersebut jika disandingkan dengan Surat Edaran 

yang dicabut melalui putusan pengadilan, tentu akan berakibat pada rumusan 

ke empat yang telah disebutkan diatas. Karena kepentingan publik adalah 

suatu hal yang bersifat primer daripada kepentingan kelompok yang sama-

sama ingin menayangkan di lembaga penyiaran. Memang dibuatnya Surat 

Edaran oleh KPI bersifat maṣlaḥah sebagai pelengkap dari kemaslahatan 

sebelumnya. Kalaupun maslahah ini tidak dilakukan, tidak sampai 

menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Hanya saja tetap baik dilakukan 

demi pelengkap itu dicapai. 

Dasar hukum yang menjadi aturan soal larangan penayangan iklan, 

mars dan himne partai politik, diakui memang tidak ada aturan secara khusus 

di dalam tata aturan. Hanya pada saat ketika ada momentum saja yang 

perlunya pengaturan. Meski tidak ada aturan spesifik yang mengaturnya, tapi 

tetap sejalan dengan aturan secara umum yang telah ada. Hal ini sejalan 

dengan maṣlaḥah dari segi mursalah yang secara khusus dapat mendatangkan 

kemaslahatan meski tanpa ada aturan yang spesifik. 

                                                             
12

 Muhammad Ma’shum Zainy, Ushul Fiqh, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 120. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa penjelasan yang peneliti paparkan pada bab-bab 

sebelumnya, hanya ada dua kesimpulan yang menjadi poin inti dalam skripsi 

yang di tulis, yaitu: 

1. Hasil analisis yuridis dari putusan Mahkamah Agung No. 343 K/TUN/2018 

sangat sesuai dengan kajian dan teori hukum, bahwa Komisi Penyiaran 

Indonesia melampaui kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang 

dengan bukti mengeluarkan Surat Edaran yang bersifat lintas sektoral 

namun dalam pelaksanaannya hanya satu sektor saja, tanpa melibatkan 

lembaga negara lain yang terkait dengan Pemilu seperti halnya Bawaslu, 

KPU dan Dewan Pers. 

2. Hasil analisis maṣlaḥah mursalah terhadap pencabutan Surat Edaran (SE) 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor: 225/K/KPI/31.2/04/2017 

menunjukkan bahwa sebelum SE tersebut dicabut, KPI mengambil 

tindakan maṣlaḥah yang mengutamakan kepada kepentingan publik 

daripada kepentingan golongan tertentu. Tindakan maṣlaḥah tersebut 

dalam tinjauan eksistensi tergolong mursalah karena tidak ada aturan 

khusus terkait larangan yang dibuat oleh KPI, namun sejalan dengan tujuan 

untuk kepentingan publik. 
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B. Saran  

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, hanya ada dua saran 

yang ingin peneliti sampaikan, yakni sebagai berikut: 

1. Kepada lembaga negara independen yang ada di Indonesia, bisa dijadikan 

bahan pembelajaran atas Surat Edaran KPI yang digugat tersebut dengan 

memperhatikan masing-masing ruang lingkup yang menjadi 

kewenangannya, khususnya kewenangan di lintas sektoral yang 

mewajibkan adanya koordinasi dengan lembaga negara lain yang saling 

terkait. 

2. Kemaslahatan publik memang harus tetap didahulukan, namun berusaha 

untuk tidak menyebabkan madharat kepada orang atau lembaga lain atas 

kebijakan yang di lakukan apalagi mengambil atau tidak melibatkan 

wewenang yang seharusnya ada peran dari lembaga lain. Sehingga tujuan 

baik jangan sampai dicemari dengan langkah yang tidak baik. 
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